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WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan
Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Menetapkan

10.

o B

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Blitar Nomor 5);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

L.
2,

(1)

(2)

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah
Walikota Blitar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota
Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk
periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi,
misi dan program Walikota dengan berpedoman pada
RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai
dengan 2026.

Rencana Pembangunan tahunan Daerah yag selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat
RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program, kegiatan
dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja-PD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026.

Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat
Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.
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(3) Renja-PD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) digunakan

(1)

(2)

sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
RKA-SKPD.

Pasal 3

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 :  Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu

BAB III :  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV . Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah

BAB V . Penutup

Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.
b.

C.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar;

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi
Waluyo Kota Blitar;

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Blitar;

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Blitar;

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar;

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Blitar,

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Blitar;

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Blitar;

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Blitar;

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar;

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Blitar;

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
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p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Blitar;

q. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota
Blitar;

r. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Blitar;

s. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Blitar;

t. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar;

u. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar;

v. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar;

w. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Blitar;

x. Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Blitar;

y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Blitar;

z. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar;

aa. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
bb. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

cc. Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar; dan

dd. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Blitar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Diundangkan di Blitar pada tanggal 15 Agustus 2025
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR, WALIKOTA BLITAR,
ttd. ttd.
PRIYO SUHARTONO SYAUQUL MUHIBBIN

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

r

IKA HADI WIJAYA. S.H..M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008
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RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2),
diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri
dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan
perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang —
Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan
bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam
rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan
sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra
Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a.
persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan
rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat
Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan
demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari
3 (tiga) tahapan utama pada paragraf kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 ayat 2 bahwa Penyusunan Rancangan
Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra
Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu,
dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja
Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun
dengan prinsip — prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun
2025 - 2029 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara
program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran serta
prakiraan maju;

2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan Tahun
2024 dan hasil evaluasi Renja Tahun 2025 yang bertujuan untuk
memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan
baru yang disusun dalam Renja Dinas Perhubungan dilakukan
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dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas
perhubungan;

. Memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2026 maupun perkiraan
maju tahun 2027;

. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan merupakan rangkaian

kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD Tahun 2026,
serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan
APBD.

Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang — undangan,
penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d)
Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan
rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan
satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja
berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD
mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah.
Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tahun 2026 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar Tahun 2026.

Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra PD

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra
Perangkat Daerah harus bersinergi dengan dokumen RPJMD pada
tahun berkenaan. Renstra Perangkat Daerah itu sendiri merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu S5 tahun yang
berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta
disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan
strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan
bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja
Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Perangkat Daerah (SAKIP). Ini artinya harus terdapat
kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja
Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas
Perhubungan Kota Blitar Tahun 2026 juga berpedoman pada
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 -
2029

Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga
dan Renja Provinsi

Renja Kementerian /lembaga ( Renja Kementerian Perhubungan)
dan Renja Provinsi (Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur)
tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD,
seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian
Perhubungan dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jatim perlu
ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program
provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja
Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2026.
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1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

1.2.

Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2026 merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2026 setelah ditetapkan
KUAPPAS Tahun 2026. Sedangkan RKA Dinas Perhubungan Kota
Blitar Tahun 2026 merupakan salah satu dasar yang digunakan
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD
Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen
penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar
Tahun 2026.

Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berdasarkan

pada:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421;

Undang — Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2026;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5
Tambahan lembaran daerah Nomor 5);

25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan;

26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun
2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun
2023 Nomor 65);

28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Maksud & Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026
adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun
2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun
2026 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2026 dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota
Blitar Tahun 2026.

Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tahun 2026 sebagai berikut:

BABI Pendahuluan.

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB Il Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.
Menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Perhubungan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas
Perhubungan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas
Perhubungan, Isu - isu Penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Perhubungan, Review terhadap
rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program
dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Menguraikan mengenai telaahan terhadap Kebijakan
Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
serta Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
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Menguraikan garis besar mengenai rencana program,
kegiatan, sub kegiatan, indikator, lokasi, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2026 dan
perkiraan maju tahun 2027.

Penutup.

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana
tindak lanjut penyusunan Renja Dinas Perhubungan
Tahun 2026.



2.1.
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan
pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu
dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana
kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan
kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program
dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun sebelumnya
yaitu evaluasi capaian s/d tahun 2023, 2024, dan perkiraan capaian
tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program
dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun - tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanan Renja Perangkat Daerah tahun
sebelumnya, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada
hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan yang
telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari program/kegiatan yang
hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan
konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan
indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (Inputf), untuk mengukur jumlah sumber
daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan
masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan
meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisa apakah
alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (outpuf), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa
fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung

jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan
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mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan

didukung dengan dana yang cukup memadai.

anggaran belanja daerah Dinas Perhubungan
realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Belanja Daerah

Untuk besarnya

tahun 2024 beserta

Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024

Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Sisa Pagu Anggaran

Rp

%

Rp

%

Belanja
Daerah

26.989.040.830,00

23.481.825.697,00

87,01

3.507.215.133,00

12,99

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran Belanja Daerah lebih rincinya
dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Realisasi Belanja Daerah TA 2024
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Sisa Realisasi Anggaran

Rp

%

Rp

%

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/
Kota

7.341.540.550,64

6.909.534.017,00

94,12

432.006.533,64

5,88

Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

14.035.500,00

14.018.000,00

99,88

17.500,00

Sub Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

4.879.500,00

4.877.000,00

99,95

2.500,00

0,05

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan  Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

9.156.000,00

9.141.000,00

99,84

15.000,00

Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

5.345.396.129,00

5.059.136.712,00

94,64

286.259.417,00

5,36

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN

5.343.838.529,00

5.057.659.112,00

94,64

286.179.417,00

5,36

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan /
Triwulanan /
Semesteran

1.557.600,00

1.477.600,00

94,86

80.000,00

5,14

Kegiatan
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

389.688.841,64

388.215.100,00

99,62

1.473.741,64

0,38
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Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Sisa Realisasi Anggaran

Rp

%

Rp

%

Sub Kegiatan
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Atribut
Kelengkapannya

244.211.841,64

243.156.800,00

99,57

1.055.041,64

0,43

Sub Kegiatan
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan

145.477.000,00

145.058.300,00

99,71

418.700,00

0,29

Kegiatan
Administrasi
Umum  Perangkat
Daerah

363.401.380,00

354.335.815,00

97,51

9.065.565,00

2,49

Sub Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik /
Penerangan
Bangunan Kantor

7.495.300,00

6.955.000,00

92,79

540.300,00

7,21

Sub Kegiatan
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

12.024.100,00

11.818.400,00

98,29

205.700,00

1,71

Sub Kegiatan
Penyediaan
Peralatan
Tangga

Rumah

13.525.980,00

13.054.200,00

96,51

471.780,00

3,49

Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

57.070.000,00

56.079.000,00

98,26

991.000,00

1,74

Sub Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

7.900.000,00

7.782.500,00

98,51

117.500,00

1,49

Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang -
undangan

7.800.000,00

7.536.000,00

96,62

264.000,00

3,38

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Rapat  Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

257.586.000,00

251.110.715,00

97,49

6.475.285,00

2,51

Kegiatan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

37.815.700,00

34.335.600,00

90,80

3.480.100,00

9,20

Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel

7.035.600,00

7.035.600,00

100,00

0,00

0,00

Sub Kegiatan
Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

30.780.100,00

27.300.000,00

88,69

3.480.100,00

11,31

Kegiatan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

712.367.600,00

643.834.045,00

90,38

68.533.555,00

9,62

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

269.988.000,00

213.437.344,00

79,05

56.550.656,00

20,95

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa

442.379.600,00

430.396.701,00

97,29

11.982.899,00

2,71
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Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Sisa Realisasi Anggaran

Rp

%

Rp

%

Pelayanan Umum
Kantor

Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

478.835.400,00

415.658.745,00

86,81

63.176.655,00

13,19

Sub Kegiatan
Penyediaan  Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

359.572.800,00

299.755.245,00

83,36

59.817.555,00

16,64

Sub Kegiatan
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

25.065.000,00

24.674.500,00

98,44

390.500,00

1,56

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

74.097.600,00

72.229.000,00

97,48

1.868.600,00

2,52

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan
Prasarana
Pendukung

Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

20.100.000,00

19.000.000,00

94,53

1.100.000,00

5,47

Program
Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)

10.383.901.807,3
6

10.241.845.805,0
0

98,63

142.056.002,36

1,37

Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan Jalan
di Jalan
Kabupaten /Kota

10.383.901.807,3
6

10.241.845.805,0
0

98,63

142.056.002,36

1,37

Sub Kegiatan
Pembangunan
Prasarana Jalan di
Jalan

Kabupaten /Kota

2.631.915.107,36

2.603.154.250,00

98,91

28.760.857,36

1,09

Sub Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan Jalan
di Jalan
Kabupaten /Kota

39.062.200,00

38.458.300,00

98,45

603.900,00

1,55

Sub Kegiatan
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana Jalan

7.330.424.500,00

7.233.279.255,00

98,67

97.145.245,00

1,33

Sub Kegiatan
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan

382.500.000,00

366.954.000,00

95,94

15.546.000,00

4,06

Program
Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)

109.979.400,00

109.738.571,00

99,78

240.829,00

0,22

Kegiatan
Pengelolaan

109.979.400,00

109.738.571,00

99,78

240.829,00

0,22
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Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Sisa Realisasi Anggaran

Rp

%

Rp

%

Terminal
Penumpang Tipe C

Pembangunan
Terminal
Penumpang Tipe C
yang dilengkapi
fasilitas utama dan
fasilitas penunjang

59.979.400,00

59.806.687,00

99,71

172.713,00

0,29

Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Terminal Tipe C
(Fasilitas Utama
dan Penunjang)

50.000.000,00

49.931.884,00

99,86

68.116,00

Program
Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)

1.696.687.604,00

1.406.142.200,00

82,88

290.545.404,00

17,12

Kegiatan

Penerbitan Izin
Penyelenggaraan
dan Pembangunan
Fasilitas Parkir

1.696.687.604,00

1.406.142.200,00

82,88

290.545.404,00

17,12

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan
dan Pembangunan
Fasilitas Parkir
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

1.696.687.604,00

1.406.142.200,00

82,88

290.545.404,00

17,12

Program
Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)

435.114.068,00

431.339.002,00

99,13

3.775.066,00

0,87

Kegiatan Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor

435.114.068,00

431.339.002,00

99,13

3.775.066,00

0,87

Sub
Registrasi
Kendaraan  Wajib
Uji Berkala
Kendaraan

Kegiatan

47.958.950,00

46.821.650,00

97,63

1.137.300,00

2,37

Sub Kegiatan
Penyediaan  Bukti
Lulus Uji Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor

25.000.000,00

25.000.000,00

100,00

0,00

0,00

Sub Kegiatan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pengujian Berkala
Kendaraan
Bermotor

362.155.118,00

359.517.352,00

99,27

2.637.766,00

0,73

Program
Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)

1.545.315.400,00

1.529.130.850,00

98,95

16.184.550,00

1,05

Kegiatan
Penyediaan
Angkutan
untuk
Angkutan Orang
dan/atau  Barang
antar Kota dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Umum
Jasa

1.545.315.400,00

1.529.130.850,00

98,95

16.184.550,00

1,05
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Program/ Realisasi Anggaran Sisa Realisasi Anggaran
Kegiatan/ Pagu Anggaran
Sub Kegiatan Rp % Rp %
Sub Kegiatan | 1.009.726.600,00 | 1.008.800.266,00 99,91 926.334,00 0,09
Pengendalian dan
Pengawasan
Ketersediaan
Angkutan Umum
untuk Jasa
angkutan Orang
dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/
Kota
Sub Kegiatan 535.588.800,00 520.330.584,00 97,15 15.258.216,00 2,85
Penyediaan
Angkutan Umum
untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau  Barang
antar Kota dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Program 5.476.502.000,00 | 2.854.095.252,00 52,12 | 2.622.406.748,0 47,88
Penyelenggaraan 0
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)
Kegiatan 5.476.502.000,00 | 2.854.095.252,00 52,12 | 2.622.406.748,0 47,88
Pelaksanaan 0
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/ Kota
Pengawasan dan | 2.084.425.600,00 | 2.075.736.521,00 99,58 8.689.079,00 0,42
Pengendalian
Efektivitas
Pelaksanaan
Kebijakan  untuk
Jalan
Kabupaten /Kota
Sosialisasi 99.607.700,00 91.017.500,00 91,38 8.590.200,00 8,62
Pelaksanaan
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten /Kota
Pengadaan dan | 3.206.376.000,00 605.607.066,00 18,89 | 2.600.768.934,0 81,11
Pemasangan 0
Perlengkapan Jalan
dalam rangka
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas
Penataan 86.092.700,00 81.734.165,00 94,94 4.358.535,00 5,06
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas Untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/ Kota
TOTAL 26.989.040.830,0 | 23.481.825.697,0 87,01 | 3.507.215.133,0 | 12,99%

0

0]

%

0

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumya
(2023,2024) dan perkiraan capaian tahun 2025 serta Pencapaian

Renstra

Perangkat

Daerah

sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut:

sampai

dengan

Tahun

2025
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tarcet Target Renstra PD s/d tahun
L Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 8 2025
Target Kinerja Tujuan/
: Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ Ke {igatan / Program/ Capaian C gi N
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub ng b Target Realisasi Tinek Kegiatan/ Tui apasa Rapl? an
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra K v Renja PD | Renja PD ne at‘ Sub ujuan/Sasaran cansast
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) egiatan Tahun Tahun Realisasi Kegiatan / Program/ Target
& °8 d (%) g Kegiatan/Sub Renstra
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/ 2024 2024 Tahun 8K o
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Tujuan 1: Nilai SAKIP Perangkat Indeks 85,30 84,07 85,93 85,93 100,00 85,93 85,93 100,74%
Meningkatnya Tata Kelola | Daerah
Perangkat Daerah
Sasaran 1: Nilai SAKIP Perangkat Indeks 85,30 84,07 85,93 85,93 100,00 85,93 85,93 100,74%
Meningkatnya Kinerja Daerah
Perangkat Daerah
2.15.01 Program Penunjang Nilai Indeks Kepuasan indeks 80,99 86,17 86,17 87,77 101,86 87,77 87,77 108,37%
Urusan Pemerintahan Masyarakat (IKM)
Daerah Kabupaten/ Kota
2.15.01.2.0 | Kegiatan Perencanaan, persentase penyusunan % 400,00 100 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 75,00%
1 Penganggaran, dan dokumen perencanaan
Evaluasi Kinerja dan pelaporan yang tepat
Perangkat Daerah waktu dan sesuai standar
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . . Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Kegiatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyusunan | Jumlah dokumen Dokumen 56 14 14 14 100,00 14 42,00 75,00%
1.0001 Dokumen Perencanaan perencanaan Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Capaian Laporan 28 7 7 7 100,00 7 21,00 75,00%
1.0006 dan Penyusunan Laporan | Kinerja dan Ikhtisar
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.15.01.2.0 | Kegiatan Administrasi Persentase pelayanan % 400 100 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 75,00%
2 Keuangan Perangkat administrasi keuangan
Daerah perangkat daerah sesuai
standar
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah orang yang Orang/ 200 43 50 41 82,00 50 134,00 67,00%
2.0001 Gaji dan Tunjangan ASN menerima gaji dan bulan
tunjangan ASN
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Laporan 68 17 17 17 100,00 17 51,00 75,00%
2.0007 dan Penyusunan Laporan | Keuangan Bulanan/

Keuangan Bulanan /
Triwulanan / Semesteran

Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . . Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Kegiatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
2.15.01.2.0 | Kegiatan Administrasi Persentase pelayanan % 400 100 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 75,00%
5 Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian
Daerah perangkat daerah yang
sesuai standar
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah paket pakaian Paket 13 2 ) 5 100,00 5 12,00 92,31%
5.0002 Pakaian Dinas Beserta dinas beserta atribut
Atribut Kelengkapannya kelengkapan
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Sosialisasi Jumlah orang yang Orang 200 50 50 50 100,00 50 150,00 75,00%
5.0010 Peraturan Perundang- mengikuti sosialisasi
undangan Peraturan Perundang-
Undangan
2.15.01.2.0 | Kegiatan Administrasi Persentase ketersediaan % 400 100 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 75,00%
6 Umum Perangkat Daerah | administrasi umum
perangkat daerah sesuai
standar
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah paket komponen Paket 4 1 1 1 100,00 1 3,00 75,00%
6.0001 Komponen Instalasi instalasi Listrik/
Listrik / Penerangan penerangan bangunan
Bangunan Kantor kantor yang disediakan
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah paket peralatan Paket 14 4 4 4 100,00 4 12,00 85,71%
6.0002 Peralatan dan dan perlengkapan kantor
Perlengkapan Kantor yang disediakan
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah paket peralatan Paket 28 7 7 7 100,00 7 21,00 75,00%
6.0003 Peralatan Rumah Tangga rumah tangga yang
disediakan
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . . Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Kegiatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah paket bahan Paket 96 27 24 24 100,00 24 75,00 78,13%
6.0004 Bahan Logistik Kantor logistik kantor yang
disediakan
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah paket barang Paket 4 1 1 1 100,00 1 3,00 75,00%
6.0005 Barang Cetakan dan cetakan dan penggandaan
Penggandaan yang disediakan
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah dokumen bahan Dokumen 96 24 24 24 100,00 24 72,00 75,00%
6.0006 Bahan Bacaan dan bacaan dan Peraturan
Peraturan Perundang - Perundang-Undangan
undangan yang disediakan
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Jumlah laporan Laporan 235 88 50 57 114,00 50 195,00 82,98%
6.0009 Penyelenggaraan Rapat penyelenggaraan rapat
Koordinasi dan Konsultasi | koordinasi dan konsultasi
SKPD SKPD
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Jumlah dokumen Dokumen 1 1 0 0 #DIV/O0! 1 2,00 200,00%
6.0010 Penatausahaan Arsip penatausahaan arsip
Dinamis pada SKPD dinamis pada SKPD
2.15.01.2.0 | Kegiatan Pengadaan Persentase Pengadaan % 400 100 100,00 100 100,00 100,00 300,00 75,00%
7 Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan sesuai
Pemerintahan Daerah kebutuhan
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah unit kendaraan Unit S 0 0 0 #DIV/0! 0 0,00 0,00%
7.0002 Kendaraan Dinas dinas operasional atau
Operasional atau lapangan yang disediakan
Lapangan
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah paket mebel yang unit 5 1 2 2,00 100,00 2 5,00 100,00%

7.0005

Mebel

disediakan
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . . Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Kegiatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah unit peralatan Unit 22 10 4 4 100,00 4 18,00 81,82%
7.0006 Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya yang
Lainnya disediakan
2.15.01.2.0 | Kegiatan Penyediaan Jasa | persentase penyediaan % 400 100 100,00 100 100,00 100,00 300,00 75,00%
8 Penunjang Urusan jasa penunjang urusan
Pemerintahan Daerah sesuai standar
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah laporan Laporan 156 48 36 36 100,00 36 120,00 76,92%
8.0002 Jasa Komunikasi, Sumber | penyediaan jasa
Daya Air dan Listrik komunikasi, Sumber Daya
Air dan listrik yang
disediakan
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah laporan Laporan 52 13 13 13,00 100,00 13 39,00 75,00%
8.0004 Jasa Pelayanan Umum penyediaan jasa
Kantor pelayanan umum kantor
yang disediakan
2.15.01.2.0 | Kegiatan Pemeliharaan Persentase BMD yang % 400 100 100,00 100 100,00 100,00 300,00 75,00%
9 Barang Milik Daerah terpelihara sesuai standar
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah kendaraan dinas Unit 235 83 56 59 105,36 50 192,00 81,70%
9.0002 Jasa Pemeliharaan, Biaya | operasional atau lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan | yang dipelihara dan
Perizinan Kendaraan dibayarkan pajak dan
Dinas Operasional atau perizinannya
Lapangan
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . . Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Kegiatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Jumlah peralatan dan Unit 169 57 40 40 100,00 40 137,00 81,07%
9.0006 Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya yang
dan Mesin Lainnya dipelihara
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Jumlah gedung kantor Unit 12 3 3 3 100,00 3 9,00 75,00%
9.0009 Pemeliharaan/ dan bangunan lainnya
Rehabilitasi Gedung yang dipelihara/
Kantor dan Bangunan direhabilitasi
Lainnya
2.15.01.2.0 | Sub Kegiatan Jumlah sarana dan Unit 4 1 1 1 100,00 1 3,00 75,00%
9.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi | prasarana pendukung
Sarana dan Prasarana gedung kantor atau
Pendukung Gedung bangunan lainnya yang
Kantor atau Bangunan | dipelihara/ direhabilitasi
Lainnya
Tujuan 2: Level Of Service (LOS) nilai 0,430 0,2595 0,2595 0,283 90,94 0,25 0,25 141,86%
Meningkatnya kualitas
perhubungan
Sasaran 1: Persentase sarana dan % 97 95,75 95,75 93,32 97,46 96 96,00 98,97%
Meningkatnya sarana dan | prasarana perhubungan
prasarana perhubungan dalam kondisi baik
2.15.02 Program Penyelenggaraan | Persentase kelengkapan % 99,70 99,51 99,55 98,62 99,07 99,60 99,60 99,90%
Lalu Lintas dan Angkutan | jalan dan fasilitas
Jalan (LLAJ) keselamatan dalam
kondisi baik
2.15.02.2.0 | Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis jenis 20 5 2 2 100,00 3 10 50,00%
2 Perlengkapan Jalan di perlengkapan jalan yang
Jalan Kabupaten/Kota tersedia
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . . Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Kegiatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Jumlah prasarana jalan di Unit 153 61 5 S 100,00 16 82 53,59%
2.0001 Pembangunan Prasarana Jalan Kabupaten/Kota
Jalan di Jalan yang terbangun
Kabupaten /Kota
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah perlengkapan Unit 51 24 8 8 100,00 1 33 64,71%
2.0002 Perlengkapan Jalan di jalan di Jalan
Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
tersedia
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Rehabilitasi | Jumlah prasarana jalan Unit 6.142 5994 6.042 6.055 100,22 6.047 18.096 294,63%
2.0003 dan Pemeliharaan yang terehabilitasi dan
Prasarana Jalan terpelihara
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Rehabilitasi | Jumlah perelengkapan Unit 148 51 28 28 100,00 23 102 68,92%
2.0004 dan Pemeliharaan jalan yang terehabilitasi
Perlengkapan Jalan dan terpelihara
2.15.02 Program Penyelenggaraan | Persentase prasarana dan % 91,00 96,97 96,97 94,85 97,81 96,98 96,98 106,57%
Lalu Lintas dan Angkutan | fasilitas terminal dalam
Jalan (LLAJ) kondisi baik
2.15.02.2.0 | Kegiatan Pengelolaan Jumlah jenis sarana dan jenis 61 12 15 15 100,00 16 43 70,49%
3 Terminal Penumpang Tipe | prasarana terminal yang
C terkelola
2.15.02.2.0 | Pembangunan Terminal Jumlah terminal Tipe C Unit 5 1 1 1 100,00 1 3 60,00%
3.0009 Penumpang Tipe C yang yang terbangun yang
dilengkapi fasilitas utama | dilengkapi Fasilitas Utama
dan fasilitas penunjang dan Fasilitas Penunjang
2.15.02.2.0 | Rehabilitasi dan Jumlah Terminal Tipe C Unit 39 12 1 1 100,00 1 14 35,90%
3.0011 Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan
Penunjang) yang
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . . Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Kegiatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
Tipe C (Fasilitas Utama terehabilitasi dan
dan Penunjang) terpelihara
Sasaran 2: Indeks Kepuasan indeks 81,18 84,98 84,98 88,87 104,58 88,87 88,87 109,47%
Meningkatnya kualitas Masyarakat layanan
layanan perhubungan perhubungan
2.15.02 Program Penyelenggaraan | IKM terhadap pelayanan Indeks 83,80 82,76 82,75 83,49 100,89 83,49 83,49 99,63%
Lalu Lintas dan Angkutan | parkir tepi jalan umum
Jalan (LLAJ)
2.15.02.2.0 | Kegiatan Penerbitan Izin Persentase jukir yang % 80,00 77,31 78,00 80,77 103,55 80,77 80,77 100,96%
4 Penyelenggaraan dan mentaati aturan/SOP juru
Pembangunan Fasilitas parkir
Parkir
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah laporan Laporan 48 12 12 12 100,00 12 36,00 75,00%
4.0002 dan Sinkronisasi koordinasi dan
Pengawasan Pelaksanaan | sinkronisasi pengawasan
Izin Penyelenggaraan dan | pelaksanaan izin
Pembangunan Fasilitas penyelenggaraan dan
Parkir Kewenangan terbangunnya fasilitas
Kabupaten/ Kota parkir kewenangan
Kabupaten /Kota
2.15.02 Program Penyelenggaraan | IKM terhadap layanan uji Indeks 83,50 84,26 84,26 92,20 109,42 90,20 90,20 108,02%
Lalu Lintas dan Angkutan | kendaraan bermotor
Jalan (LLAJ)
2.15.02.2.0 | Kegiatan Pengujian Persentase kendaraan % 96,50 94,51 95,50 96,68 101,24 96,68 96,68 100,19%
5 Berkala Kendaraan yang lulus uji kendaraan
Bermotor
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . . Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Legiatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Registrasi Jumlah kendaraan wajib Unit 18.900 3485 4.500 3.254 72,31 4.600 11.339 59,99%
5.0003 Kendaraan Wajib Uji uji berkala kendaraan
Berkala Kendaraan bermotor yang terdaftar
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah dokumen bukti dokumen | 4.000 1000 1.000 1.000 100,00 1.000 3.000 75,00%
5.0004 Bukti Lulus Uji Pengujian | lulus uji pengujian
Berkala Kendaraan berkala kendaraan
Bermotor bermotor
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Jumlah sarana dan Unit 44 11 11 11 100,00 11 33,00 75,00%
5.0007 Pemeliharaan Sarana dan | prasarana pengujian
Prasarana Pengujian berkala kendaraan
Berkala Kendaraan bermotor yang terpelihara
Bermotor
2.15.02 Program Penyelenggaraan | IKM layanan Angkutan Indeks 85,50 87,92 87,92 90,92 103,41 90,92 90,92 106,34%
Lalu Lintas dan Angkutan | Sekolah Gratis
Jalan (LLAJ)
2.15.02.2.0 | Kegiatan Penyediaan Persentase angkutan % 90 95,92 95,92 88,89 92,67 88,89 88,89 98,77%
9 Angkutan Umum untuk umum layak yang tersedia
Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/ Kota
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Jumlah laporan Laporan 48 12 12 12 100,00 12 36,00 75,00%
9.0002 Pengendalian dan pengendalian dan
Pengawasan Ketersediaan | pengawasan ketersediaan
Angkutan Umum untuk angkutan umum untuk
Jasa angkutan Orang jasa angkutan orang
dan/atau Barang Antar dan/atau barang antar
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . . Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Kegiatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
Kota dalam 1 (satu) kota dalam satu daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten /Kota
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah angkutan umum Unit 38 9 9 9 100,00 9 27,00 71,05%
9.0003 Angkutan Umum untuk untuk jasa angkutan
Jasa Angkutan Orang orang dan/atau barang
dan/atau Barang antar antar kota dalam satu
Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia
Sasaran 3: Menurunnya angka kejadian 1.134 0 390 164 157,95 164 328,00 171,08%
Meningkatnya kecelakaan lalu lintas
keselamatan transportasi
2.15.02 Program Penyelenggaraan | Persentase penurunan % 0,29 1,72 0,31 -0,62 400,00 0,30 0,30 96,55%
Lalu Lintas dan Angkutan | pelanggaran marka dan
Jalan (LLAJ) rambu ralu lintas
2.15.02.2.0 | Kegiatan Pelaksanaan Jumlah kajian kajian 7 2 2 2 100,00 2 6,00 85,71%
6 Manajemen dan Rekayasa | manajemen rekayasa lalu
Lalu Lintas untuk lintas yang ditindaklanjuti
Jaringan Jalan
Kabupaten/ Kota
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Pengawasan | Jumlah laporan Laporan 48 12 12 12 100,00 12 36,00 75,00%
6.0004 dan Pengendalian pengawasan dan
Efektivitas Pelaksanaan pengendalian efektivitas
Kebijakan untuk Jalan pelaksanaan kebijakan
Kabupaten/Kota untuk jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Sosialisasi Jumlah Laporan dokumen 7 2 1 1 100,00 1 4,00 57,14%
6.0014 Pelaksanaan Manajemen Sosialisasi Pelaksanaan
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Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian
Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiat Tareet Target Renstra PD s/d tahun
T . Tujuan/ an/Sub Kegiatan Tahun 2024 e 2025
arget Kinerja Tujuan/
- Sasaran/
Tujuan/ Program/ Sasaran/ Realisasi Tinekat
Urusan/Bidang Urusan Sasaran/Program/ o8 Program/ causast mexa
Pemerintah Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan/ Target Realisasi . Kegiatan/ . Capaian Cap{;uan.
. . . Sub . . Tingkat Tujuan/Sasaran Realisasi
Kode Daerah/Tujuan/Sasaran/ | Tujuan/Sasaran/Program | Kegiatan (Renstra . Renja PD Renja PD grat, Sub J
. . - Kegiatan Realisasi . /Program/ Target
Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan/Sub Kegiatan PD) g Tahun Tahun o Kegiatan .
Kegiatan Tahun 2021-2026 s/d 2024 2024 (%) Tahun | Keglatan/Sub | Renstra
dengan 2025 Kegiatan s/d (%)
tahun tahun 2025
2023
Satuan K
dan Rekayasa Lalu Lintas | Manajemen dan Rekayasa
untuk Jaringan Jalan Lalu Lintas untuk
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan
Kabupaten /Kota
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Perlengkapan Dokumen 29 6 9 9 100,00 9 24,00 82,76%
6.0016 dan Pemasangan Jalan dalam Rangka
Perlengkapan Jalan dalam | Manajemen dan Rekayasa
rangka Manajemen dan Lalu Lintas yang
Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan pengadaan
dan Pemasangan
2.15.02.2.0 | Sub Kegiatan Penataan Jumlah laporan Laporan 5 1 1 1 100,00 1 3,00 60,00%
6.0017 Manajemen dan Rekayasa | pelaksanaan Penataan
Lalu Lintas Untuk Manajemen dan Rekayasa
Jaringan Jalan Lalu Lintas Untuk
Kabupaten/ Kota Jaringan Jalan
Kabupaten/ Provinsi
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Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel

berikut:
1) Program /Kegiatan yang tidak memenuhi target:
Nama Program / Indikator L ngl;at
No . . Target | Realisasi | Capaian
kegiatan Program/ Kegiatan (%)
1 | Program Persentase 99,55% | 98,62% 99,07
Penyelenggaraan kelengkapan jalan
Lalu Lintas dan dan fasilitas
Angkutan Jalan keselamatan
(LLAJ) dalam kondisi baik
2 | Program Persentase 96,97% | 94,85% 97,81
Penyelenggaraan prasarana dan
Lalu Lintas dan fasilitas terminal
Angkutan Jalan dalam kondisi baik
(LLAJ)
3 | Kegiatan Persentase 95,92% | 88,89% 92,67
Penyediaan angkutan umum
Angkutan Umum | layak yang
untuk Jasa tersedia

Angkutan Orang
dan/atau Barang
antar Kota dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target
kinerja program / kegiatan adalah:
Masih terdapatnya kelengkapan jalan yang tidak laik fungsi di
beberapa ruas jalan;
Masih terdapatnya sarana dan prasarana terminal yang tidak

a.

b.

dalam kondisi baik, sehingga tidak laik fungsi;
Masih terdapatnya angkutan umum yang tidak laik jalan.

2) Program/Kegiatan yang memenuhi target:

No | Nama Program/ Indikator Target |Realisasi Tingkat
Kegiatan Program / kegiatan Ca(;();l;an
(o]
1 | Kegiatan persentase 100 % 100 % 100
Perencanaan, penyusunan
Penganggaran, dokumen
dan Evaluasi perencanaan dan
Kinerja pelaporan yang
Perangkat tepat waktu dan
Daerah sesuai standar
2 | Kegiatan Persentase 100 % 100 % 100
Administrasi pelayanan
Keuangan administrasi
Perangkat keuangan
Daerah perangkat daerah
sesuai standar
3 | Kegiatan Persentase 100 % 100 % 100
Administrasi ketersediaan
Kepegawaian administrasi umum
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No Nama Program/ Indikator Tareet |Realisasi nglfat
Kegiatan Program / kegiatan g Ca(;gjt;an
(o]
Perangkat perangkat daerah
Daerah sesuai standar
4 | Kegiatan Persentase 100 % 100 % 100
Administrasi ketersediaan
Umum Perangkat | administrasi umum
Daerah perangkat daerah
sesuai standar
S | Kegiatan Persentase 100 % 100 % 100
Pengadaan Pengadaan Barang
Barang Milik Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan
Penunjang sesuai kebutuhan
Urusan
Pemerintahan
Daerah
6 | Kegiatan persentase 100 % 100 % 100
Penyediaan Jasa | penyediaan jasa
Penunjang penunjang urusan
Urusan sesuai standar
Pemerintahan
Daerah
7 | Kegiatan Persentase BMD 100 % 100 % 100
Pemeliharaan yang terpelihara
Barang Milik sesuai standar
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
8 | Kegiatan Jumlah jenis 2 jenis 2 jenis 100
Penyediaan perlengkapan jalan
Perlengkapan yang tersedia
Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
9 | Kegiatan Jumlah jenis 15 jenis | 15 jenis 100
Pengelolaan sarana dan
Terminal prasarana terminal
Penumpang Tipe | yang terkelola
C
10 | Kegiatan Jumlah kajian 2 kajian | 2 kajian 100
Pelaksanaan manajemen
Manajemen dan | rekayasa lalu lintas
Rekayasa Lalu yang ditindaklanjuti
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tercapainya target
kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan
direncanakan;
b. Penetapan target yang direncanakan sudah tepat;

dilaksanakan

sesuai

jadwal

yang

telah
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c. Koordinasi dan konsultasi yang baik antara bawahan dan
atasan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

3). Program/Kegiatan yang melebihi target:

Nama program / Indikator .. | Tingkat
No Kegiatan Program / kegiatan Target Realisasi Cag/a)ian
(0)
1 | Program Penunjang | Nilai Indeks 86,17 87,77 101,86
Urusan Pemerintah | Kepuasan
Daerah Masyarakat (IKM)
Kabupaten/Kota
2 | Program Persentase 0,31 -0,62 400
Penyelenggaraan penurunan
Lalu Lintas dan pelanggaran marka
Angkutan Jalan dan rambu ralu
(LLAJ) lintas
3 | Program IKM layanan 87,92 90,92 103,41
Penyelenggaraan Angkutan Sekolah
Lalu Lintas dan Gratis
Angkutan Jalan
(LLAJ)
4 | Program IKM terhadap 82,75 83,49 100,89
Penyelenggaraan pelayanan parkir tepi
Lalu Lintas dan jalan umum
Angkutan Jalan
(LLAJ)
S5 | Program IKM terhadap 84,26 92,20 109,42
Penyelenggaraan layanan uji
Lalu Lintas dan kendaraan bermotor
Angkutan Jalan
(LLAJ)
6 | Kegiatan Persentase jukir yang 78% 80,77% 103,55
Penerbitan Izin mentaati
Penyelenggaraan aturan/SOP juru
dan Pembangunan | parkir
Fasilitas Parkir
7 | Kegiatan Pengujian | Persentase 95,50 96,68 101,24
Berkala Kendaraan | kendaraan yang
Bermotor lulus uji kendaraan
Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja

program/kegiatan adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan
kegiatan.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program/Kegiatan
Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah sebagai berikut:
1.Terhadap Program yang realisasinya memenuhi target sesuai
Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar, berdampak positif bagi
kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan
peningkatan pelayanan bidang perhubungan kepada masyarakat

pada umumnya.

2.Terhadap Program yang realisasinya belum memenuhi target
sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar akan berdampak
pada laporan kinerja dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan

Kota Blitar.

Dari beberapa uraian terkait capaian kinerja program /
kegiatan, untuk menghindari adanya kinerja program / kegiatan
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yang tidak tercapai/ terealisasi, maka perlu diambil kebijakan/
tindakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:
1. Perlunya kajian lebih kanjut terkait prioritas pembangunan
perangkat daerah
2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan
atau perbaikan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi
dan kondisi riil yang ada.
3. Perencanaan dan penganggaran harus benar-benar
diperhitungkan dengan seksama.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini
disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM
terdiri atas:

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang

Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman

Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
dan

Sosial

Gk

o

Merujuk pada hal diatas, Dinas Perhubungan tidak
berkewajiban melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal
(SPM). Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Blitar berusaha
untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Dinas
Perhubungan Kabupaten/Kota Lainnya (Dishub Kabupaten
Tulungagung), dengan perolehan data sebagaimana tabel 2.2.1.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Blitar Tahun 2024, 2025, proyeksi tahun 2026 dan 2027
berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan sebagai
indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU)
dan indikator kinerja kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel 2.2.2
berikut:
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Tabel 2.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota Lain
Tahun 2024
Target Realisasi % Capaian
Kinerja Indikator Kinerja Dishub Kab. Dishub Dishub Kab. Dishub Dishub Kab. Dishub
Tulungagung | Kota Blitar | Tulungagung | Kota Blitar | Tulungagung | Kota Blitar

Meningkatnya - Persentase perlengkapan jalan, 87 % 99,55 % 88,81% 98,62 % 102,08 99,07
Kinerja sarana dan prasarana
Transportasi perhubungan yang layak fingsi

(Dinas Perhubungan Kabupaten

Tulungagung)

Persentase kelengkapan jalan
dan fasilitas keselamatan dalam
kondisi baik (Dinas
Perhubungan Kota Blitar)
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Tabel 2.2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024

IKU/ Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator IKK/ Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Catatan Analisa
SPM 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2027
1. | Level of service | Indikator C C B B C B B B B B Tingkat capaian
Tujuan 0,47 0,465 0,440 | 0,435 | 0,478 | 0,259 | 0,283 | 0,283 | 0,430 0,24 kinerja 135,68%
dengan kategori
sangat berhasil.
2. | Rasio IKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tingkat capaian
konektivitas kinerja 100%
dengan kategori
sangat berhasil.
3. | Persentase IKU 93 94 95 96 92,31 95,75 95,32 95,32 97 88,42 Tingkat capaian
sarana dan (Renstra 2025- | kinerja 100,34%
prasarana 2029 _Persentase | jqengan kategori
kelengkapan .
perhubungan Jalan yang telah | Sangat berhasil.
dalam kondisi terpasang
baik terhadap kondisi
ideal pada jalan
Kabupaten/Kota)
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Secara umum capaian kinerja pelayanan pada tahun 2024
mencapai 100% atau lebih. Bahkan sebagian besar telah
memenuhi target pada tahun 2025 yang merupakan tahun akhir
Renstra. Akan tetapi ada beberapa indikator pelayanan yang
pada tahun 2024 tidak memenuhi target yang telah di tetapkan
yaitu persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
dalam kondisi baik tercapai 98,62% dari target 99,555 dengan
tingkat capain sebesar 99,07%. Hal ini disebabkan karena masih
terdapatnya beberapa ruas jalan yang kualitas kelengkapan
jalan dan fasilitas keselamatannya mengalami penurunan fungsi
sehingka tidak laik fungsi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra

Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap indikator yang realisasi kinerjanya memenuhi
target yang ditetapkan, akan berdampak positif bagi
kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan
peningkatan pelayanan bidang perhubungan terhadap
masyarakat pengguna jalan pada umumnya;

2. Terhadap indikator yang realisasi kinerjanya belum
memenuhi target yang ditetapkan, akan berdampak pada
tingkat kemacetan di Kota Blitar, kualitas layanan
perhubungan, dan tentunya pada laporan kinerja serta
realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Untuk menyikapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota

Blitar mengambil kebijakan:

1. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan
dan fasilitas keselamatan melalui program starategis
perangkat daerah;

2. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan perlengkapan
jalan dan fasilitas keselataan secara berkala;

3. Peningkatan manajemen sarpras perhubungan dengan
Menyusun database kelengkapan jalan dan fasilitas
keselamatan lainnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas
Perhubungan

Dalam upaya peningkatan pelayanan Perangkat Daerah
ada beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas
Perhubungan, diantaranya adalah:

s Tantangan:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap layanan
perhubungan;

2. Program pemberantasan pungli diseluruh Kota Blitar dari
berbagai jenis pungutan;

3. Belum meratanya fasilitas dan prasarana perhubungan.

% Peluang:

1. Dinamika perkembangan teknologi terbaru dibidang
perhubungan;

2. Adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap
layanan perhubungan (angkutan umum dan tertib berlalu
lintas;

3. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan
kelancaran dalam bertransportasi.
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Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang
melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum;

2. Peningkatan sistem pengelolaan parkir;

3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan perlengkapan
jalan dan fasilitas keselamatan;

4. Peningkatan pelayanan lalu lintas jalan;

5. Peningkatan pelayanan uji kendaraan;

6. Peningkatan kayanan perkeretaapian perkotaan.

Terkait dengan isu-isu strategis diatas, hal-hal yang perlu
ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas adalah
sebagai berikut:

1. Penambahan ketersediaan prasarana perhubungan dan
perlengkapan jalan lainnya;

2. Pelaksanaan kajian manajemen rekayasa lalu lintas sesuai
dengan perkembangang arus lalu lintas di Kota Blitar;

3. Sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat
pengguna jalan dan edukasi kelalulintasan kepada anak
didik;

4. Pembinaan dan pengawasan secara intensif dan
berkesinambungan kepada juru parkir dalam upaya
optimalisasi kinerja parkir;

5. Sosialisasi pentingnya angkutan berkeselamatan bagi
pemilik kendaraan wajib uji;

6. Pengawasan dan pengendalian angkutan umum.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Kota Blitar
Tahun 2026-2030 bahwa Tema pembanguan RKPD Kota Blitar
tahun 2026 adalah Penguatan Pondasi Transformasi Bidang
Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan
Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan salah satu prioritas
pembangunannya yaitu revitalisasi infrastruktur perkotaan
yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan perhubungan di wilayah Kota
Blitar, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar melakukan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana
dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:



Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
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Tabel 2.3

Kota Blitar

Statistik Sektoral
Daerah

Dikumpulkan dan
Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah

Statistik Sektoral
Daerah

Dikumpulkan dan
Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan gataFan
enting
No . .
Pr?%ﬁi)n K/egizgcleizan Lokasi Indikator Kinerja C’I;Z)ragie:n Pagu Indikatif Pr?%ﬁi)n K/egizgcleizan Lokasi Indikator Kinerja C’gagagi?n Pagu Indikatif
1 Program Penunjang Kota | Persentase fasilitasi 100 % 6.968.766.164 | Program Penunjang Kota | Persentase fasilitasi 100 % 6.968.766.164
Urusan pemerintahan | Blitar | layanan kedinasan Urusan Blitar | layanan kedinasan
Daerah sesuai standar / pemerintahan sesuai standar /
Kabupaten/Kota ketentuan yang Daerah ketentuan yang
berlaku Kabupaten /Kota berlaku
1.1 | Kegiatan Kota | Persentase 100 % 20.650.000 | Kegiatan Kota | Persentase 100 % 20.650.000
Perencanaan, Blitar | penyusunan Perencanaan, Blitar | penyusunan
Penganggaran, dan dokumen Penganggaran, dan dokumen
Evaluasi Kinerja perencanaan dan Evaluasi Kinerja perencanaan dan
Perangkat Daerah pelaporan yang Perangkat Daerah pelaporan yang
tepat waktu dan tepat waktu dan
sesuai standar sesuai standar
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 2 2.200.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 2 2.200.000
Penyusunan Blitar | Perencanaan Dokume Penyusunan Blitar | Perencanaan Dokume
Dokumen Perangkat Daerah n Dokumen Perangkat Daerah n
Perencanaan Perencanaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 18 4.400.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 18 4.400.000
Evaluasi Kinerja Blitar | Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi Kinerja Blitar | Evaluasi Kinerja Laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Data 1 Data 1.650.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Data 1 Data 1.650.000
Pelaksanaan Blitar | Statistik Sektoral Pelaksanaan Blitar | Statistik Sektoral
Pengumpulan Data Daerah yang Telah Pengumpulan Data Daerah yang Telah
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan IC;ata‘Fan
enting
No . .

Pr;)gsrii)n K/egzgcl:gan Lokasi Indikator Kinerja C’I;lfagiztn Pagu Indikatif Pr;)gsrii)n K/egzgcl:gan Lokasi Indikator Kinerja C’I;la;agi(:[n Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Berita Acara | 1 Berita 4.500.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Berita Acara | 1 Berita 4.500.000
Pelaksanaan Forum Blitar | Hasil Forum Acara Pelaksanaan Forum Blitar | Hasil Forum Acara
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Berdasarkan Bidang Berdasarkan Bidang Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu Urusan yang Urusan yang Diampu Urusan yang
dalam Rangka Diampu dalam dalam Rangka Diampu dalam
Penyusunan Rangka Penyusunan Penyusunan Rangka Penyusunan
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 12 1.650.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 12 1.650.000
Penyusunan Blitar | Perencanaan Dokume Penyusunan Blitar | Perencanaan Dokume
Dokumen Urusan Selain n Dokumen Urusan Selain n
Perencanaan Urusan Renstra PD dan Perencanaan Urusan Renstra PD dan
Selain Renstra PD Renja PD yang Selain Renstra PD Renja PD yang
dan Renja PD disusun dan Renja PD disusun
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Berita Acara | 1 Berita 6.250.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Berita Acara | 1 Berita 6.250.000
Sinkronisasi dan Blitar | Hasil Sinkronisasi Acara Sinkronisasi dan Blitar | Hasil Sinkronisasi Acara
Harmonisasi Pusat dan Harmonisasi Harmonisasi Pusat dan Harmonisasi
dan Daerah dalam Pusat dan Daerah dan Daerah dalam Pusat dan Daerah
Rangka Mendukung dalam Rangka Rangka Mendukung dalam Rangka
Target Pembangunan Mendukung Target Target Pembangunan Mendukung Target
Nasional melalui Pembangunan Nasional melalui Pembangunan
Koordinasi Teknis Nasional melalui Koordinasi Teknis Nasional melalui
Pembangunan Koordinasi Teknis Pembangunan Koordinasi Teknis

Pembangunan Pembangunan
1.2 | Kegiatan Administrasi | Kota | Persentase 100 % 5.480.227.614 | Kegiatan Kota | Persentase 100 % 5.480.227.614
Keuangan Perangkat Blitar | pelayanan Administrasi Blitar | pelayanan
Daerah administrasi Keuangan Perangkat administrasi
keuangan perangkat Daerah keuangan perangkat
daerah sesuai daerah sesuai
standar standar
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Orang yang 576 5.478.727.614 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Orang yang 576 5.478.727.614
Penyediaan Gaji dan Blitar | Menerima Gaji dan Orang/b Penyediaan Gaji dan Blitar | Menerima Gaji dan Orang/b
Tunjangan ASN Tunjangan ASN ulan Tunjangan ASN Tunjangan ASN ulan
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan IC;ata‘Fan
enting
No . .

Pr;)gsrii)n K/egzgcl:gan Lokasi Indikator Kinerja C’I;lfagiztn Pagu Indikatif Pr;)gsrii)n K/egzgcl:gan Lokasi Indikator Kinerja C’I;la;agi(:[n Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 18 1.500.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 18 1.500.000
Koordinasi dan Blitar | Keuangan Bulanan/ | Laporan Koordinasi dan Blitar | Keuangan Bulanan/ | Laporan
Penyusunan Laporan Triwulanan/ Penyusunan Laporan Triwulanan/

Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD
Triwulanan/ dan Laporan Triwulanan/ dan Laporan
Semesteran SKPD Koordinasi Semesteran SKPD Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD n/Semesteran SKPD
1.3 | Kegiatan Administrasi | Kota | Persentase 100 % 2.000.000 | Kegiatan Kota | Persentase 100 % 2.000.000
Barang Milik Daerah Blitar | pelayanan Administrasi Barang Blitar | pelayanan
pada Perangkat administrasi Barang Milik Daerah pada administrasi Barang
Daerah Milik Daerah Perangkat Daerah Milik Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
sesuai standar sesuai standar
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 2.000.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 2.000.000
Penatausahaan Blitar | Penatausahaan Laporan Penatausahaan Blitar | Penatausahaan Laporan
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik
pada SKPD pada SKPD pada SKPD Daerah pada SKPD
1.4 | Kegiatan Administrasi | Kota | Persentase 100 % 2.000.000 | Kegiatan Kota | Persentase 100 % 2.000.000
Pendapatan Daerah Blitar | pelayanan Administrasi Blitar | pelayanan
Kewenangan administrasi Pendapatan Daerah administrasi
Perangkat Daerah Pendapatan Daerah Kewenangan Pendapatan Daerah
kewenangan Perangkat Daerah kewenangan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 2.000.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 2.000.000
Pelaporan Blitar | Pengelolaan Dokume Pelaporan Blitar | Pengelolaan Dokume
Pengelolaan Retribusi Retribusi Daerah n Pengelolaan Retribusi Daerah n

Daerah

Retribusi Daerah
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1.5 | Kegiatan Administrasi | Kota | Persentase 100 % 142.844.450 | Kegiatan Kota | Persentase 100 % 142.844.450
Kepegawaian Blitar | pelayanan Administrasi Blitar | pelayanan
Perangkat Daerah administrasi Kepegawaian administrasi
kepegawaian Perangkat Daerah kepegawaian
perangkat daerah perangkat daerah
yang sesuai standar yang sesuai standar
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 3 Paket 33.250.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 3 Paket 33.250.000
Pengadaan Pakaian Blitar | Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Blitar | Pakaian Dinas
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Dinas beserta Atribut beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya Kelengkapan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Orang yang 276 109.594.450 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Orang yang 276 109.594.450
Sosialisasi Peraturan Blitar | Mengikuti Orang Sosialisasi Peraturan | Blitar | Mengikuti Orang
Perundang-Undangan Sosialisasi Perundang- Sosialisasi
Peraturan Undangan Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
1.6 | Kegiatan Administrasi | Kota | Persentase 100 % 263.058.200 | Kegiatan Kota | Persentase 100 % 263.058.200
Umum Perangkat Blitar | ketersediaan Administrasi Umum Blitar | ketersediaan
Daerah administrasi umum Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah perangkat daerah
sesuai standar sesuai standar
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 2 Paket 7.997.500 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 2 Paket 7.997.500
Penyediaan Blitar | Komponen Instalasi Penyediaan Blitar | Komponen Instalasi
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor yang Disediakan Bangunan Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 4 Paket 15.990.400 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 4 Paket 15.990.400
Penyediaan Peralatan | Blitar | Peralatan dan Penyediaan Peralatan | Blitar | Peralatan dan
dan Perlengkapan Perlengkapan dan Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 7 Paket 8.006.500 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 7 Paket 8.006.500

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Blitar | Peralatan Rumah

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Blitar | Peralatan Rumah
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Tangga yang Tangga yang
Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 16 Paket 35.010.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 16 Paket 35.010.000
Penyediaan Bahan Blitar | Bahan Logistik Penyediaan Bahan Blitar | Bahan Logistik
Logistik Kantor Kantor yang Logistik Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 1 Paket 7.997.800 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Paket 1 Paket 7.997.800
Penyediaan Barang Blitar | Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Blitar | Barang Cetakan dan
Cetakan dan Penggandaan yang Cetakan dan Penggandaan yang
Penggandaan Disediakan Penggandaan Disediakan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 24 7.956.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 24 7.956.000
Penyediaan Bahan Blitar | Bahan Bacaan dan Dokume Penyediaan Bahan Blitar | Bahan Bacaan dan Dokume
Bacaan dan Peraturan n Bacaan dan Peraturan n
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Perundang-undangan Undangan yang Perundang- Undangan yang
Disediakan undangan Disediakan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 40 170.100.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 40 170.100.000
Penyelenggaraan Blitar | Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Blitar | Penyelenggaraan Laporan
Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
Konsultasi SKPD dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi
SKPD SKPD
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 1 10.000.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 1 10.000.000
Penatausahaan Arsip | Blitar | Penatausahaan Dokume Penatausahaan Arsip | Blitar | Penatausahaan Dokume
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada n Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada n
SKPD SKPD
1.7 | Kegiatan Pengadaan Kota | Persentase 100 % 14.577.900 | Kegiatan Pengadaan Kota | Persentase 100 % 14.577.900
Barang Milik Daerah Blitar | Penyediaan Barang Barang Milik Daerah | Blitar | Penyediaan Barang

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Milik Daerah
Penunjang Urusan
sesuai kebutuhan

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Milik Daerah
Penunjang Urusan
sesuai kebutuhan
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Sub Kegiatan Kota | Jumlah Unit 1 Unit 14.577.900 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Unit 1 Unit 14.577.900
Pengadaan Peralatan Blitar | Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan | Blitar | Peralatan dan Mesin
dan Mesin Lainnya Lainnya yang dan Mesin Lainnya Lainnya yang

Disediakan Disediakan

1.8 | Kegiatan Penyediaan Kota | Persentase 100 % 706.834.400 | Kegiatan Penyediaan Kota | Persentase 100 % 706.834.400
Jasa Penunjang Blitar | penyediaan jasa Jasa Penunjang Blitar | penyediaan jasa
Urusan Pemerintahan penunjang urusan Urusan penunjang urusan
Daerah sesuai standar Pemerintahan sesuai standar
Daerah

Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 36 221.872.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 36 221.872.000
Penyediaan Jasa Blitar | Penyediaan Jasa Laporan Penyediaan Jasa Blitar | Penyediaan Jasa Laporan
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Komunikasi, Sumber Komunikasi,
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air

dan Listrik yang dan Listrik yang

Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 13 484.962.400 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 13 484.962.400
Penyediaan Jasa Blitar | Penyediaan Jasa Laporan Penyediaan Jasa Blitar | Penyediaan Jasa Laporan
Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Kantor Kantor yang Kantor Kantor yang

Disediakan Disediakan

1.9 | Kegiatan Kota | Persentase Barang 100 % 336.573.600 | Kegiatan Kota | Persentase Barang 100 % 336.573.600
Pemeliharaan Barang | Blitar | Milik Daerah yang Pemeliharaan Barang | Blitar | Milik Daerah yang
Milik Daerah terpelihara sesuai Milik Daerah terpelihara sesuai
Penunjang Urusan kebutuhan Penunjang Urusan kebutuhan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan Kota | Jumlah Kendaraan 15 Unit 125.166.900 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Kendaraan 15 Unit 125.166.900
Penyediaan Jasa Blitar | Perorangan Dinas Penyediaan Jasa Blitar | Perorangan Dinas

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya
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Sub Kegiatan Kota | Jumlah Kendaraan 35 Unit 176.506.700 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Kendaraan 35 Unit 176.506.700
Penyediaan Jasa Blitar | Dinas Operasional Penyediaan Jasa Blitar | Dinas Operasional
Pemeliharaan, Biaya atau Lapangan yang Pemeliharaan, Biaya atau Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak Dipelihara dan Pemeliharaan, Pajak Dipelihara dan
dan Perizinan dibayarkan Pajak dan Perizinan dibayarkan Pajak
Kendaraan Dinas dan Perizinannya Kendaraan Dinas dan Perizinannya
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Peralatan 20 Unit 14.900.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Peralatan 20 Unit 14.900.000
Pemeliharaan Blitar | dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Blitar | dan Mesin Lainnya
Peralatan dan Mesin yang Dipelihara Peralatan dan Mesin yang Dipelihara
Lainnya Lainnya
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Sarana dan 1 Unit 20.000.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Sarana dan 1 Unit 20.000.000
Pemeliharaan/Rehabi | Blitar | Prasarana Pemeliharaan/Rehab | Blitar | Prasarana
litasi Sarana dan Pendukung Gedung ilitasi Sarana dan Pendukung Gedung
Prasarana Kantor atau Prasarana Kantor atau
Pendukung Gedung Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Bangunan Lainnya
Kantor atau yang Kantor atau yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabil Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabi

itasi litasi
2 Program Kota | Persentase 88.38 % 9.807.919.132 | Program Kota | Persentase 88.38 % 9.807.919.132
Penyelenggaraan lalu | Blitar | kelengkapan jalan Penyelenggaraan lalu | Blitar | kelengkapan jalan
Lintas dan Angkutan yang telah terpasang Lintas dan Angkutan yang telah
jalan (LLAJ) terhadap kondisi jalan (LLAJ) terpasang terhadap
ideal kondisi ideal
2.1 | Kegiatan Penyediaan Kota | Persentase 88.50 % 4.595.730.448 | Kegiatan Penyediaan Kota | Persentase 88.50 % 4.595.730.448
Perlengkapan Jalan Blitar | perlengkapan jalan Perlengkapan Jalan Blitar | perlengkapan jalan
di Jalan yang befungsi di Jalan yang befungsi
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Prasarana 11 Unit 95.992.128 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Prasarana 11 Unit 95.992.128
Pembangunan Blitar | Jalan di Jalan Pembangunan Blitar | Jalan di Jalan

Prasarana Jalan di
Jalan
Kabupaten /Kota

Kabupaten /Kota
yang Terbangun

Prasarana Jalan di
Jalan
Kabupaten /Kota

Kabupaten/Kota
yang Terbangun
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Sub Kegiatan Kota | Jumlah 5 Unit 20.885.500 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah 5 Unit 20.885.500
Penyediaan Blitar | Perlengkapan Jalan Penyediaan Blitar | Perlengkapan Jalan
Perlengkapan Jalan di Jalan Perlengkapan Jalan di Jalan
di Jalan Kabupaten/Kota di Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota yang Tersedia Kabupaten /Kota yang Tersedia
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Prasarana 5822 4.349.826.420 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Prasarana 5822 4.349.826.420
Rehabilitasi dan Blitar | Jalan yang Unit Rehabilitasi dan Blitar | Jalan yang Unit
Pemeliharaan Terehabilitasi dan Pemeliharaan Terehabilitasi dan
Prasarana Jalan Terpelihara Prasarana Jalan Terpelihara
Sub Kegiatan Kota | Jumlah 53 Unit 129.026.400 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah 53 Unit 129.026.400
Rehabilitasi dan Blitar | Perlengkapan Jalan Rehabilitasi dan Blitar | Perlengkapan Jalan
Pemeliharaan yang Terehabilitasi Pemeliharaan yang Terehabilitasi
Perlengkapan Jalan dan Terpelihara Perlengkapan Jalan dan Terpelihara

2.2 | Kegiatan Pengelolaan Kota | Persentase sarpras 94.90 % 81.999.300 | Kegiatan Pengelolaan Kota | Persentase sarpras 94.90 % 81.999.300
Terminal Penumpang | Blitar | angkutan sesuai Terminal Penumpang | Blitar | angkutan sesuai
Tipe C standar Tipe C standar
Sub Kegiatan Kota | Jumlah terminal 1 Unit 59.999.400 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah terminal 1 Unit 59.999.400
Pembangunan Blitar | Tipe C yang Pembangunan Blitar | Tipe C yang
Terminal Penumpang terbangun yang Terminal Penumpang terbangun yang
Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Tipe C yang dilengkapi Fasilitas
dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas
Utama dan Fasilitas Penunjang Utama dan Fasilitas Penunjang
Penunjang Penunjang
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Terminal 1 Unit 21.999.900 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Terminal 1 Unit 21.999.900
Rehabilitasi dan Blitar | Tipe C (Fasilitas Rehabilitasi dan Blitar | Tipe C (Fasilitas
Pemeliharaan Utama dan Pemeliharaan Utama dan
Terminal Tipe C Penunjang) yang Terminal Tipe C Penunjang) yang
(Fasilitas Utama dan terehabilitasi dan (Fasilitas Utama dan terehabilitasi dan
Penunjang) terpelihara Penunjang) terpelihara
2.3 | Kegiatan Penerbitan Kota | Persentase penataan | 61.85 % 1.259.998.900 | Kegiatan Penerbitan Kota | Persentase 61.85 % 1.259.998.900
Izin Penyelenggaraan Blitar | parkir sesuai Izin Penyelenggaraan | Blitar | penataan parkir

dan Pembangunan
Fasilitas Parkir

standar

dan Pembangunan
Fasilitas Parkir

sesuai standar
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Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 1.259.998.900 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 1.259.998.900
Koordinasi dan Blitar | Koordinasi dan Laporan Koordinasi dan Blitar | Koordinasi dan Laporan
Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan
Pembangunan dan Terbangunnya Pembangunan dan Terbangunnya
Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir
Kewenangan Kewenangan Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.4 | Kegiatan Pengujian Kota | Persentase 96.70 % 121.046.084 | Kegiatan Pengujian Kota | Persentase 96.70 % 121.046.084
Berkala Kendaraan Blitar | angkutan yang Berkala Kendaraan Blitar | angkutan yang
Bermotor tersertifikasi sistem Bermotor tersertifikasi sistem
manajemen manajemen
keselamatan keselamatan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Kendaraan 4000 25.339.984 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Kendaraan 4000 25.339.984
Registrasi Kendaraan | Blitar | Wajib Uji Berkala Unit Registrasi Kendaraan | Blitar | Wajib Uji Berkala Unit
Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala Kendaraan
Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Kendaraan Bermotor Bermotor yang
Terdaftar
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 1000 25.500.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Dokumen 1000 25.500.000
Penyediaan Bukti Blitar | Bukti Lulus Uji Dokume Penyediaan Bukti Blitar | Bukti Lulus Uji Dokume
Lulus Uji Pengujian Pengujian Berkala n Lulus Uji Pengujian Pengujian Berkala n
Berkala Kendaraan Kendaraan Bermotor Berkala Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor Bermotor
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Sarana dan 11 Unit 70.206.100 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Sarana dan 11 Unit 70.206.100
Pemeliharaan Sarana | Blitar | Prasarana Pengujian Pemeliharaan Sarana | Blitar | Prasarana
dan Prasarana Berkala Kendaraan dan Prasarana Pengujian Berkala
Pengujian Berkala Bermotor yang Pengujian Berkala Kendaraan

Kendaraan Bermotor

Terpelihara

Kendaraan Bermotor

Bermotor yang
Terpelihara
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2.5 | Kegiatan Pelaksanaan | Kota | Persentase penataan 40 % 2.239.144.400 | Kegiatan Kota | Persentase 40 % 2.239.144.400
Manajemen dan Blitar | jalan sesuai Pelaksanaan Blitar | penataan jalan
Rekayasa Lalu Lintas manajemen Manajemen dan sesuai manajemen
untuk Jaringan Jalan rekayasa lalu lintas Rekayasa Lalu Lintas rekayasa lalu lintas
Kabupaten/Kota untuk Jaringan
Jalan
Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 2.052.295.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 2.052.295.000
Pengawasan dan Blitar | Pengawasan dan Laporan Pengawasan dan Blitar | Pengawasan dan Laporan
Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian
Efektivitas Efektivitas Efektivitas Efektivitas
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Kebijakan untuk Kebijakan untuk Kebijakan untuk Kebijakan untuk
Jalan Jalan Jalan Jalan
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 65.235.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 65.235.000
Sosialisasi Blitar | Sosialisasi Dokume Sosialisasi Blitar | Sosialisasi Dokume
Pelaksanaan Pelaksanaan n Pelaksanaan Pelaksanaan n
Manajemen dan Manajemen dan Manajemen dan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu
untuk Jaringan Jalan Lintas untuk untuk Jaringan Lintas untuk
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Jalan Jaringan Jalan

Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan Forum Kota | Jumlah laporan 1 24.000.000 | Sub Kegiatan Forum Kota | Jumlah laporan 1 24.000.000
Lalu Lintas dan Blitar | Forum Lalu Lintas Laporan Lalu Lintas dan Blitar | Forum Lalu Lintas Laporan
Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan
untuk Jaringan Jalan untuk Jaringan untuk Jaringan untuk Jaringan
Kabupaten /Kota Jalan Jalan Jalan

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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Sub Kegiatan Kota | Jumlah 1 14.254.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah 1 14.254.000
Pengadaan dan Blitar | Perlengkapan Jalan Dokume Pengadaan dan Blitar | Perlengkapan Jalan | Dokume
Pemasangan dalam Rangka n Pemasangan dalam Rangka n
Perlengkapan Jalan Manajemen dan Perlengkapan Jalan Manajemen dan
dalam rangka Rekayasa Lalu dalam rangka Rekayasa Lalu
Manajemen dan Lintas yang Manajemen dan Lintas yang
Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan

pengadaan dan pengadaan dan
Pemasangan Pemasangan
Sub Kegiatan Kota | Jumlah laporan 1 83.360.400 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah laporan 1 83.360.400
Penataan Manajemen | Blitar | pelaksanaan Laporan Penataan Manajemen | Blitar | pelaksanaan Laporan
dan Rekayasa Lalu Penataan dan Rekayasa Lalu Penataan
Lintas untuk Manajemen dan Lintas untuk Manajemen dan
Jaringan Jalan Rekayasa Lalu Jaringan Jalan Rekayasa Lalu
Kabupaten/Kota Lintas Untuk Kabupaten/Kota Lintas Untuk
Jaringan Jalan Jaringan Jalan
Kabupaten /Provinsi Kabupaten /Provinsi
2.6 | Kegiatan Penyediaan Kota | Load factor 0.65 1.510.000.000 | Kegiatan Penyediaan Kota | Load factor 0.65 1.510.000.000
Angkutan Umum Blitar | angkutan orang nilai Angkutan Umum Blitar | angkutan orang nilai
untuk Jasa Angkutan untuk Jasa
Orang dan/atau Angkutan Orang
Barang Antar Kota dan/atau Barang
dalam 1 (Satu) Antar Kota dalam 1
Daerah (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 1.065.000.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Laporan 12 1.065.000.000
Pengendalian dan Blitar | Pengendalian dan Laporan Pengendalian dan Blitar | Pengendalian dan Laporan
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan
Angkutan Umum Angkutan Umum Angkutan Umum Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan untuk Jasa untuk Jasa untuk Jasa
Orang dan/atau Angkutan Orang Angkutan Orang Angkutan Orang
Barang Antar Kota dan/atau Barang dan/atau Barang dan/atau Barang
dalam 1 (Satu) Antar Kota dalam 1 Antar Kota dalam 1 Antar Kota dalam 1
Kabupaten/Kota
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan IC;ata‘Fan
enting
No . .
Pr;)gsrii)n K/egzgcl:gan Lokasi Indikator Kinerja C’I;lfagiztn Pagu Indikatif Pr;)gsrii)n K/egzgcl:gan Lokasi Indikator Kinerja C’I;la;agi(:[n Pagu Indikatif
(Satu) (Satu) (Satu)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Armada 10 Unit 445.000.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Armada 10 Unit 445.000.000
Penyediaan Angkutan | Blitar | Angkutan Umum Penyediaan Blitar | Angkutan Umum
Umum untuk Jasa untuk Jasa Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang Angkutan Orang untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang dan/atau Barang Angkutan Orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 Antar Kota dalam 1 dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Daerah (Satu) Daerah Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
yang Tersedia Kabupaten/Kota yang Tersedia
3 Program Pengelolaan Kota | Cakupan 100 % 78.000.000 | Program Pengelolaan | Kota | Cakupan 100 % 78.000.000
Perkeretaapian Blitar | perlintasan kereta Perkeretaapian Blitar | perlintasan kereta
api yang ditangani api yang ditangani
3.1 | Kegiatan Penetapan Kota | Persentase sarana 100 % 78.000.000 | Kegiatan Penetapan Kota | Persentase sarana 100 % 78.000.000
Rencana Induk Blitar | prasarana Rencana Induk Blitar | prasarana
Perkeretaapian perlintasan kereta Perkeretaapian perlintasan kereta
api laik fungsi api laik fungsi
Sub Kegiatan Kota | Jumlah Peralatan 7 Unit 78.000.000 | Sub Kegiatan Kota | Jumlah Peralatan 7 Unit 78.000.000
Penyediaan Peralatan | Blitar | Keselamatan Penyediaan Peralatan | Blitar | Keselamatan
Keselamatan Perlintasan Keselamatan Perlintasan
Perlintasan Sebidang Sebidang di Jalan Perlintasan Sebidang Sebidang di Jalan
di Jalan Kabupaten/ Kota di Jalan Kabupaten/ Kota
Kabupaten /Kota yang tersedia Kabupaten /Kota yang tersedia
TOTAL 16.854.685.296 TOTAL 16.854.685.296
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2025 ini terdapat beberapa usulan
masyarakat untuk kegiatan Dinas Oerhubungan Kota Blitar Tahun
2026 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Hasil Reses. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut,
maka Dinas Perhubungan akan melakukan verifikasi terhadap
kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang
diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar
memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya
usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Blitar Tahun 2026. Sesuai hasil pokir DPRD
Kota Blitar ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas
kegiatan pembangunan pada tahun 2026, yang berhubungan
langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu
penambahan  ketersediaan  prasarana  perhubungan dan
perlengkapan jalan lainnya. Adapun usulan pokir DPRD tersebut

sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Urusan Perhubungan Tahun 2026

Kota Blitar

PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR BESARAN
NO USULAN SUB K{EGIATAN / LORASI KINERJA VOLUME/ CATATAN
1 Pokir DPRD | Program
MUHAMAD Efznyelenggaraan Lalu
intas dan Angkutan
RAIHAN Jalan (LLAJ)
TSANY
AZURRA
Kegiatan Penyediaan
Perlengkapan Jalan
di Jalan
Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan Jl. Aryo Blitar Jumlah 19 buah | Diakomodir
Rehabilitasi dan Kelurahan Blitar | prasarana
Pemeliharaan Kecamatan jalan yang
Prasarana Jalan Sukorejo, Kota terehabilita
Uraian Kegiatan: Blitar si dan
Penggantian Lampu terpelihara
LED
2 | Pokir DPRD | Program
Penyelenggaraan Lalu
ELY Lintas dan Angkutan
HIDAYAH | j51an (LLAJ)
VITNAWATI
Kegiatan Penyediaan
Perlengkapan Jalan
di Jalan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jalan Panglima Jumlah 11 unit Diakomodir
Pembangunan Polin prasarana
Prasarana Jalan di Kelurahan Sentul | jalan di
Jalan Kecamatan Jalan
Kabupaten/Kota Kepanjenkidul Kabupaten
Uraian Kegiatan: {eligfnséir;g
Pengadaan PJU




3.1

- 1498 -

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini mempunyai maksud
untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas antara Renja Dinas
Perhubungan Kota Blitar dengan Renja Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Timur maupun dengan Renja Kementerian Perhubungan.

Program prioritas nasional bidang perhubungan tahun 2026,
yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembnagkan industry kreaatif serta mengembangkan agro
maritime industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi,
dengan difokuskan pada peningkatan keselamatan dan layanan
keperintisan. Selain itu, Kemenhub juga akan melanjutkan upaya
optimalisasi pelabuhan serta merealisasikan anggaran yang telah
ditetapkan.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam
perumusan program prioritas nasional bidang perhubungan tahun
2026:

1. Keselamatan:

- Peningkatan standar keselamatan transportasi di semua
moda (darat, laut, udara, dan kereta api).

- Penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan
transportasi.

- Penyuluhan dan edukasi keselamatan kepada masyarakat.

2. Layanan Keperintisan:

- Peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama daerah
terpencil dan tertinggal.

- Penyediaan layanan transportasi yang terjangkau dan
berkualitas di daerah perintis.

- Pengembangan infrastruktur transportasi yang
mendukung layanan keperintisan.

3. Optimalisasi Pelabuhan:

- Peningkatan efisiensi operasional pelabuhan,
Pengembangan  pelabuhan yang Dberdaya  saing,
Peningkatan konektivitas pelabuhan dengan moda
transportasi lain

Selain mengacu pada tujuan pembangunan nasional juga harus
melakukan telaah terhadap tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur
khususnya dalam urusan/bidang perhubungan. Didalam Dokumen
Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026
bahwasannya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah
menetapkan Tujuan Pembangunan Tahun 2025-2026 adalah
“Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Pelayanan Transportasi”,
dengan 2 (dua) sasaran strategis dalam upaya pencapaian tujuan
dimaksud. Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan
keselamatan transpportasi; dan

2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada program prioritas tersebut diatas, baik nasional
maupun provinsi, maka pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2026
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yang berkaitan dengan urusan bidang perhubungan diprioritaskan
pada revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dengan
melalui dua program yaitu: 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan 2) Program Pengelolaan
Perkeretaapian.

Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana
kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan, sasaran, program,
kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan
seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta
merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan
melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator
Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran
sebagaimana dalam table 3.1 berikut :
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Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2027
Tujuan/ Indikatp r kinerja ... . Formulasi Realisasi Target KET
No Tujuan/ Definisi Operasional .
Sasaran Sasaran Perhltungan 2024 2025 2026 2027
1 |Terciptanya Angka Angka kecelakaan lalu lintas dimaksud adalah Jumlah 164 164 162 160 IKU
lalu lintas kecelakaan lalu | jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah | kecelakaan
yang aman, lintas Kota Blitar. lalu lintas
tertib dan pada tahun
lancar berjalan
1.1 | Meningkatnya | v/c rasio dijalan | Level Of service / LOS) suatu ruas jalan adalah Rata-rata V/C 0,285 0,25 0,245 0,24 IKU
kinerja kabupaten/Kota | perbandingan antara volume lalu lintas (v) dan Ratio Kinerja
pelayanan kapasitas jalan (C). Pada kecepatan tinggi, Ruas Jalan
jalan volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya pada | pada tahun
volume tinggi, kecepatan akan menurun. berjalan

Tingkat pelayanan level of service terbagi dalam 6

(enam) tingkatanpelayanan, yaitu:

a. Tingkat Pelayanan A, memiliki v/c ratio
diangka O sd 0,20 dengan kecepatan rat-rata
60 km/jam

b. Tingkat Pelayanan B, memiliki v/c ratio
diangka 0,21 sd 0,44 dengan kecepatan rata-
rata 55 km/jam

c. Tingkat Pelayanan C, memiliki v/c ratio
diangka 0,45 sd 0,74 dengan kecepatan rata-
rata 50 km/jam

d. Tingkat Pelayanan D, memiliki v/c ratio
diangka 0,75 sd 0,84 dengan kecepatan rata-
rata 40 km/jam
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Tujuan/ Indikatp r kinerja . . Formulasi Realisasi Target KET
No S Tujuan/ Definisi Operasional Perhit
asaran Sasaran crivtungall 1 2024 | 2025 | 2026 | 2027
e. Tingkat Pelayanan E, memiliki v/c ratio
diangka 0,85 sd 1 dengan kecepatan rata-rata
30-35 km/jam
f. Tingkat Pelayanan F, memiliki v/c ratio
diangka >1 dengan kecepatan rata-rata <30
km/jam
Rasio Rasio  konektivitas ini mengukur tingkat | Jumlah trayek 70 70 72,73 75 IKU
konektivitas aksesbilitas dan penghubungan antar wilayah | yang dilayani
kabupaten/kota | dengan menggunakan moda transportasi darat | ----x 100 %
(angkutan jalan). Wilayah dimaksud adalah | jumlah
wilayah antar kecamatan dan/atau kelurahan di | kebutuhan
Kota Blitar. Sedangkan trayek merupakan rute | trayek
atau lintasan tetap yang dilalui oleh kendaraan
umum untuk mengangkut penumpang dari satu
tempat ke tempat lain.
Trayek dimaksud adalah trayek bus sekolah dan
angkutan kota.
1.2 | Meningkatnya | Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil Nilai Indeks 87,77 87,77 87,85 88
kualitas Kepuasan pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Kepuasan
pelayanan Masyarakat Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai Masyarakat
penunjang (IKM) PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan (IKM)
Perangkat lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma Sekretariat
Daerah pada tahun
berjalan pada
aplikasi e-
sukma
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Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
perlu disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota

Blitar sebagaimana tabel 3.2 berikut:
Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa
Depan
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan
dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart
Governance
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terciptanya | Meningkatnya | Optimalisasi Penigkatan ketersediaan
lalu lintas kinerja penyediaan dan kualitas perlengkapan
yang aman, pelayanan perlengkapan jalan dan fasilitas
tertib dan jalan jalan dan keselamatan
lancar fasilitas Penyediaan data
keselamatan perlengkapan jalan sesuai
kondisi ideal
Optimalisasi Peningkatan kualitas
pemanfaatan layanan angkutan umum
angkutan perkotaan
umum Peningkatan ketersediaan
perkotaan dan kualitas sarana
prasarana angkutan umum
perkotaan
Penetapan Rinduk LLAJ
Optimalidsai Peningkatan pengawasan,
pengelolaan penertiban dan pembinaan

parkir di Kota
Blitar

kinerja juru parkir di Kota
Blitar

Peningkatan lokasi parkir
sesui standar ketentuan
yang dilengkapai dengan
fasilitas parkir

Optimalidsasi Peningkatan layanan uji
layanan uji dengan inovasi terintegrasi
berkala untuk kemudahan akses uji
kendaraan kendaraan
bermotor Peningkatan ketersediaan
dan kulaitas prasarana alat
uji  berkala  kendaraan
bermotor
Optimalidsasi Peningkatan pengamanan
pelaksanaan dan pengendalian lalu lintas
manajemen Optimalisasi pelaksanaan
r‘ekayasa lalu andalalin kabupaten/Kota
lintas Optimalisasi pelaksanaan
Forum LLAJ

Sedangkan untuk indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat daerah

dapt dilihat sebagaimana tabel 3.3 berikut:
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Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026-2027

Realisasi Target
IKK Definisi Operasional Formulasi Perhitungan
2024 2025 2026 2027

Konektivitas Rasio konektivitas ini mengukur tingkat Jumlah trayek yang 70 70 72,73 75
Kabupaten/ aksesbilitas dan penghubungan antar wilayah | dilayani
Kota dengan menggunakan moda transportasi darat | -------------------- x 100%

(angkutan jalan). Wilayah dimaksud adalah jumlah kebutuhan

wilayah antar kecamatan dan/atau kelurahan | trayek

di Kota Blitar. Sedangkan trayek merupakan

rute atau lintasan tetap yang dilalui oleh

kendaraan umum untuk mengangkut

penumpang dari satu tempat ke tempat lain.

Trayek dimaksud adalah trayek bus sekolah

dan angkutan kota.
Persentase Perlengkapan jalan adalah fasilitas yang Rata-rata persentase | 88,31 88,31 88,38 88,42
kelengkapan ditempatkan di jalan untuk meningkatkan jenis kelengkapan jalan
jalan yang telah keselamatan, keamanan, ketertiban, dan sesuai standar
terpasang kelancaran lalu lintas. Fasilitas ini meliputi
terhadap kondisi | berbagai elemen seperti rambu jalan, marka
ideal pada jalan | jalan, Peneranga Jalan Umum, warning light,
Kabupaten/Kota | traffic light, cermin tikungan, guardrill,

deliniator, paku marka.
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3.3 Program dan Kegiatan

Didalam penentuan program dan kegiatan Tahun 2026 ada

bebrapa bahan pertimbanggan yang mendasara perumusan Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Blitar diantaranya
adalah :

a) Pencapaian Misi III yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun

2025-2029 yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang
Berkelanjutan dan tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart
Governance;

b) Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 yaitu penguatan

)

pondasi transformasi bidang pelayanan dasar yang didukung

kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan yang
diprioritaskan pada revitalisasi infrastruktur perkotaan yang
berkelanjutan;

Isu strategis dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Blitar;
dan

d) Tujuan dan Sasaran yang diampu Dinas Perhubungan Kota Blitar

sesuai dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas

Perhubungan Kota Blitar pada Tahun 2026 sebagaimana table berikut:

Tabel . 3.4
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2026
Urusan /Bidang
Urusan Indikator Kinerja
Kod Pemerintahan Program/ Keteranean
ode Daerah dan Kegiatan/ Sub cteranga
Program/ Kegiatan/ Kegiatan
Sub Kegiatan
2 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
211 URUSAN
) PEMERINTAHAN
BIDANG
PERHUBUNGAN
21110 PROGRAM Persentase fasilitasi
S |1 PENUNJANG URUSAN | layanan kedinasan
PEMERINTAHAN sesuai standar /
DAERAH ketentuan yang
KABUPATEN/KOTA berlaku
21110120 Perencanaan, Persentase
5|11 Penganggaran, dan penyusunan
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan dan
pelaporan yang tepat
waktu dan sesuai
standar
2|11 1]0|2.0]|000 | Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Mendukung
S|1]1 1 Perencanaan Perencanaan pencapaian
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tupoksi
2|1 |0 |2.0]| 000 | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Mendukung
S|1]|1 7 Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja pencapaian
Perangkat Daerah Tupoksi
2|1 1]0|2.0]|000 | Pelaksanaan Jumlah Data Mendukung
S|1]1 9 Pengumpulan Data Statistik Sektoral pencapaian
Statistik Sektoral Daerah yang Telah Tupoksi
Daerah Dikumpulkan dan
Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah
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Urusan /Bidang

Urusan Indikator Kinerja
Pemerintahan Program/
Kode Daerah dan Kegiatan/ Sub Keterangan
Program/ Kegiatan/ Kegiatan
Sub Kegiatan
1 2.0 | 001 | Pelaksanaan Forum Jumlah Berita Acara | Mendukung
S|1]1 0 Perangkat Daerah Hasil Forum pencapaian
Berdasarkan Bidang Perangkat Daerah Tupoksi
Urusan yang Diampu Berdasarkan Bidang
dalam Rangka Urusan yang Diampu
Penyusunan Dokumen | dalam Rangka
Perencanaan Penyusunan
Perangkat Daerah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
1 10|20 ]| 001 | Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Mendukung
S|1]1 1 Perencanaan Urusan Perencanaan Urusan | pencapaian
Selain Renstra PD dan | Selain Renstra PD Tupoksi
Renja PD dan Renja PD yang
disusun
1|0 |20 | 001 | Sinkronisasi dan Jumlah Berita Acara | Mendukung
S|1]1 3 Harmonisasi Pusat Hasil Sinkronisasi pencapaian
dan Daerah dalam dan Harmonisasi Tupoksi
Rangka Mendukung Pusat dan Daerah
Target Pembangunan dalam Rangka
Nasional melalui Mendukung Target
Koordinasi Teknis Pembangunan
Pembangunan Nasional melalui
Koordinasi Teknis
Pembangunan
110120 Administrasi Persentase
S|1]2 Keuangan Perangkat pelayanan
Daerah administrasi
keuangan perangkat
daerah sesuai
standar
1 [0 | 20| 000 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Mendukung
S|1]2 1 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan pencapaian
Tunjangan ASN Tupoksi
1 |0 |20 | 000 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Mendukung
S|1]2 7 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ pencapaian
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Tupoksi
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
110120 Administrasi Barang Persentase
S|1]3 Milik Daerah pada pelayanan
Perangkat Daerah administrasi Barang
Milik Daerah
Perangkat Daerah
sesuai standar
1|0 |20 | 000 | Penatausahaan Jumlah Laporan Mendukung
S|1]3 6 Barang Milik Daerah Penatausahaan pencapaian
pada SKPD Barang Milik Daerah | Tupoksi
pada SKPD
110120 Administrasi Persentase
S|1]4 Pendapatan Daerah pelayanan
Kewenangan administrasi
Perangkat Daerah Pendapatan Daerah
kewenangan
Perangkat Daerah
1 | 0| 2.0 | 000 | Pelaporan Pengelolaan | Jumlah Laporan Mendukung
S|1]|4 7 Retribusi Daerah Pengelolaan pencapaian
Retribusi Daerah Tupoksi
1 10|20 Administrasi Persentase
5|1]|5 Kepegawaian pelayanan
Perangkat Daerah administrasi
kepegawaian
perangkat daerah
yang sesuai standar
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Urusan /Bidang

Urusan Indikator Kinerja
Pemerintahan Program/
Kode Daerah dan Kegiatan/ Sub Keterangan
Program/ Kegiatan/ Kegiatan
Sub Kegiatan
1 2.0 | 000 | Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Mendukung
S|1]5 2 Dinas beserta Atribut Pakaian Dinas pencapaian
Kelengkapannya beserta Atribut Tupoksi
Kelengkapan
1|0 |20 | 001 | Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mendukung
S|1]5 0 Perundang-Undangan | Mengikuti Sosialisasi | pencapaian
Peraturan Tupoksi
Perundang-
Undangan
10|20 Administrasi Umum Persentase
S|1|6 Perangkat Daerah ketersediaan
administrasi umum
perangkat daerah
sesuai standar
1 |0 |20 | 000 | Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Mendukung
S|1]|6 1 Instalasi Komponen Instalasi pencapaian
Listrik/Penerangan Listrik /Penerangan Tupoksi
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
1|0 |20 | 000 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Mendukung
S|1]|6 2 dan Perlengkapan Peralatan dan pencapaian
Kantor Perlengkapan Kantor | Tupoksi
yang Disediakan
1 |0 | 20| 000 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Mendukung
S|1]|6 3 Rumah Tangga Peralatan Rumah pencapaian
Tangga yang Tupoksi
Disediakan
1|0 |20 | 000 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan | Mendukung
5|1]|6 4 Logistik Kantor Logistik Kantor yang | pencapaian
Disediakan Tupoksi
1 |0 |20 | 000 |Penyediaan Barang Jumlah Paket Mendukung
5]1|6 5 Cetakan dan Barang Cetakan dan | pencapaian
Penggandaan Penggandaan yang Tupoksi
Disediakan
1 |0 | 20| 000 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Mendukung
S|1]|6 6 Bacaan dan Peraturan | Bahan Bacaan dan pencapaian
Perundang-undangan Peraturan Tupoksi
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
1 |0 | 2.0 | 000 | Penyelenggaraan Jumlah Laporan Mendukung
S|1]|6 9 Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan pencapaian
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi Tupoksi
dan Konsultasi SKPD
1 |0 |20 | 001 | Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Mendukung
S|1]|6 0 Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip | pencapaian
Dinamis pada SKPD Tupoksi
110120 Pengadaan Barang Persentase
S |17 Milik Daerah Penyediaan Barang
Penunjang Urusan Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
sesuai kebutuhan
1 |0 | 20| 000 | Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit Mendukung
S |17 2 Dinas Operasional Kendaraan Dinas pencapaian
atau Lapangan Operasional atau Tupoksi
Lapangan yang
Disediakan
1|0 |20 | 000 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel | Mendukung
S |17 5 yang Disediakan pencapaian
Tupoksi
1 |0 | 20| 000 | Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Mendukung
S |17 6 dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin | pencapaian
Lainnya yang Tupoksi
Disediakan
1 |0 |20 | 000 | Pengadaan Aset Tetap | Jumlah Unit Aset Mendukung
5| 1|7 7 Lainnya Tetap Lainnya yang pencapaian
Disediakan Tupoksi
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Urusan /Bidang

Urusan Indikator Kinerja
Pemerintahan Program/
Kode Daerah dan Kegiatan/ Sub Keterangan
Program/ Kegiatan/ Kegiatan
Sub Kegiatan
1 2.0 | 000 | Pengadaan Aset Tak Jumlah Unit Aset Mendukung
S |1]|7 8 Berwujud Tak Berwujud yang pencapaian
Disediakan Tupoksi
1|0 |20 | 000 | Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung | Mendukung
S |17 9 Kantor atau Bangunan | Kantor atau pencapaian
Lainnya Bangunan Lainnya Tupoksi
yang Disediakan
110120 Penyediaan Jasa Persentase
S|1]8 Penunjang Urusan penyediaan jasa
Pemerintahan Daerah penunjang urusan
sesuai standar
1|0 |20 | 000 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Mendukung
S|1]8 2 Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa pencapaian
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber | Tupoksi
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
1 |0 | 20| 000 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Mendukung
S|1]8 3 Peralatan dan Penyediaan Jasa pencapaian
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Tupoksi
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1 |0 |20 | 000 |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Mendukung
S|1]8 4 Pelayanan Umum Penyediaan Jasa pencapaian
Kantor Pelayanan Umum Tupoksi
Kantor yang
Disediakan
110120 Pemeliharaan Barang Persentase Barang
5|19 Milik Daerah Milik Daerah yang
Penunjang Urusan terpelihara sesuai
Pemerintahan Daerah | kebutuhan
1 |0 |20 | 000 |Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Mendukung
5|19 1 Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas pencapaian
Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Tupoksi
Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau | Dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya
Jabatan
1 |0 |20 | 000 |Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Mendukung
S|1]9 2 Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional pencapaian
Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang | Tupoksi
dan Perizinan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak
Operasional atau dan Perizinannya
Lapangan
1|0 |20 | 000 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Mendukung
S|1]9 5 Dipelihara pencapaian
Tupoksi
1|0 |20 | 000 | Pemeliharaan Jumlah Peralatan Mendukung
51119 6 Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya pencapaian
Lainnya yang Dipelihara Tupoksi
1 |0 |20 | 000 | Pemeliharaan Aset Jumlah Aset Tetap Mendukung
S|1]9 7 Tetap Lainnya Lainnya yang pencapaian
Dipelihara Tupoksi
1 |10 |20 | 000 | Pemeliharaan Aset Tak | Jumlah Aset Tak Mendukung
S|1]9 8 Berwujud Berwujud yang pencapaian
Dipelihara Tupoksi
1 |0 |20 | 001 | Pemeliharaan/Rehabili | Jumlah Sarana dan Mendukung
5|19 1 tasi Sarana dan Prasarana pencapaian
Prasarana Pendukung | Pendukung Gedung Tupoksi
Gedung Kantor atau Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabili
tasi
110 PROGRAM Persentase
5|2 PENYELENGGARAAN kelengkapan jalan
LALU LINTAS DAN yang telah terpasang
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Urusan /Bidang

Urusan Indikator Kinerja
Pemerintahan Program/
Kode Daerah dan Kegiatan/ Sub Keterangan
Program/ Kegiatan/ Kegiatan
Sub Kegiatan
ANGKUTAN JALAN terhadap kondisi
(LLAJ) ideal
1 10|20 Penyediaan Persentase
512 |2 Perlengkapan Jalan di | perlengkapan jalan
Jalan Kabupaten/Kota | yang befungsi
1|0 |20 | 000 | Pembangunan Jumlah Prasarana Mendukung
5|22 1 Prasarana Jalan di Jalan di Jalan Prioritas Daerah
Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota dan Tematik
yang Terbangun investasi
1 |0 |20 | 000 | Penyediaan Jumlah Mendukung
S22 2 Perlengkapan Jalan di | Perlengkapan Jalan Prioritas Daerah
Jalan Kabupaten/Kota | di Jalan dan Tematik
Kabupaten/Kota investasi
yang Tersedia
1 |0 |20 | 000 | Rehabilitasi dan Jumlah Prasarana Mendukung
S22 3 Pemeliharaan Jalan yang Prioritas Daerah
Prasarana Jalan Terehabilitasi dan dan Tematik
Terpelihara investasi
1 |0 | 2.0 | 000 | Rehabilitasi dan Jumlah Mendukung
S22 4 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Prioritas Daerah
Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Tematik
dan Terpelihara investasi
110120 Pengelolaan Terminal Persentase sarpras
5123 Penumpang Tipe C angkutan sesuai
standar
1|0 |20 | 000 | Pembangunan Jumlah terminal Tipe | Mendukung
51213 9 Terminal Penumpang C yang terbangun Prioritas Daerah
Tipe C yang dilengkapi | yang dilengkapi dan Tematik
Fasilitas Utama dan Fasilitas Utama dan investasi
Fasilitas Penunjang Fasilitas Penunjang
1 |0 |20 001 | Rehabilitasi dan Jumlah Terminal Mendukung
51213 1 Pemeliharaan Tipe C (Fasilitas Prioritas Daerah
Terminal Tipe C Utama dan dan Tematik
(Fasilitas Utama dan Penunjang) yang investasi
Penunjang) terehabilitasi dan
terpelihara
110120 Penerbitan Izin Persentase penataan
512 1|4 Penyelenggaraan dan parkir sesuai standar
Pembangunan
Fasilitas Parkir
1 |0 |20 | 000 | Koordinasi dan Jumlah Laporan Mendukung
S|2 |4 2 Sinkronisasi Koordinasi dan Pencapaian
Pengawasan Sinkronisasi Tupoksi
Pelaksanaan Izin Pengawasan
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Izin
Pembangunan Penyelenggaraan dan
Fasilitas Parkir Terbangunnya
Kewenangan Fasilitas Parkir
Kabupaten /Kota Kewenangan
Kabupaten /Kota
110120 Pengujian Berkala Persentase angkutan
5|25 Kendaraan Bermotor yang tersertifikasi
sistem manajemen
keselamatan
1 |0 | 2.0 | 000 | Registrasi Kendaraan Jumlah Kendaraan Mendukung
5|25 3 Wajib Uji Berkala Wajib Uji Berkala Pencapaian
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor | Tupoksi
yang Terdaftar
1 |0 |20 | 000 | Penyediaan Bukti Jumlah Dokumen Mendukung
51215 4 Lulus Uji Pengujian Bukti Lulus Uji Pencapaian
Berkala Kendaraan Pengujian Berkala Tupoksi
Bermotor Kendaraan Bermotor




- 1509 -

Urusan /Bidang

Urusan Indikator Kinerja
Pemerintahan Program/
Kode Daerah dan Kegiatan/ Sub Keterangan
Program/ Kegiatan/ Kegiatan
Sub Kegiatan
1 |0 |20 | 000 | Pemeliharaan Sarana Jumlah Sarana dan Mendukung
51215 7 dan Prasarana Prasarana Pengujian | Pencapaian
Pengujian Berkala Berkala Kendaraan Tupoksi
Kendaraan Bermotor Bermotor yang
Terpelihara
110120 Pelaksanaan Persentase penataan
5|12 |6 Manajemen dan jalan sesuai
Rekayasa Lalu Lintas manajemen rekayasa
untuk Jaringan Jalan | lalu lintas
Kabupaten /Kota
1 |0 |20 | 000 | Pengawasan dan Jumlah Laporan Mendukung
512 |6 4 Pengendalian Pengawasan dan Pencapaian
Efektivitas Pengendalian Tupoksi
Pelaksanaan Efektivitas
Kebijakan untuk Jalan | Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Kebijakan untuk
Jalan
Kabupaten /Kota
1 10|20 | 001 | Sosialisasi Jumlah Laporan Mendukung
S|2]|6 4 Pelaksanaan Sosialisasi Pencapaian
Manajemen dan Pelaksanaan Tupoksi
Rekayasa Lalu Lintas Manajemen dan
untuk Jaringan Jalan | Rekayasa Lalu Lintas
Kabupaten/Kota untuk Jaringan
Jalan
Kabupaten /Kota
1 |0 |20 ]| 001 | Forum Lalu Lintas dan | Jumlah laporan Mendukung
5|26 5 Angkutan Jalan untuk | Forum Lalu Lintas Pencapaian
Jaringan Jalan dan Angkutan Jalan | Tupoksi
Kabupaten/Kota untuk Jaringan
Jalan
Kabupaten /Kota
1|0 |20 | 001 | Pengadaan dan Jumlah Mendukung
S|2]|6 6 Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Daerah
Perlengkapan Jalan dalam Rangka
dalam rangka Manajemen dan
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan
pengadaan dan
Pemasangan
1 |0 |20 ]| 001 | Penataan Manajemen Jumlah laporan Mendukung
S5|2]|6 7 dan Rekayasa Lalu pelaksanaan Prioritas Daerah
Lintas untuk Jaringan | Penataan Manajemen
Jalan Kabupaten/Kota | dan Rekayasa Lalu
Lintas Untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten /Provinsi
110120 Penyediaan Angkutan Load factor angkutan
51219 Umum untuk Jasa orang
Angkutan Orang
dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten /Kota
1 |0 |20 | 000 | Pengendalian dan Jumlah Laporan Mendukung
51219 2 Pengawasan Pengendalian dan Tematik
Ketersediaan Pengawasan Kemiskinan
Angkutan Umum Ketersediaan
untuk Jasa Angkutan | Angkutan Umum
Orang dan/atau untuk Jasa
Barang Antar Kota Angkutan Orang
dalam 1 (Satu) dan/atau Barang
Kabupaten/Kota Antar Kota dalam 1
(Satu)
Kabupaten /Kota
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Urusan /Bidang

Urusan Indikator Kinerja
Pemerintahan Program/
Kode Daerah dan Kegiatan/ Sub Keterangan
Program/ Kegiatan/ Kegiatan
Sub Kegiatan
0 | 2.0 | 000 | Penyediaan Angkutan | Jumlah Armada Mendukung
219 3 Umum untuk Jasa Angkutan Umum Prioritas Daerah
Angkutan Orang untuk Jasa dan Tematik
dan/atau Barang Angkutan Orang Kemiskinan
Antar Kota dalam 1 dan/atau Barang
(Satu) Daerah Antar Kota dalam 1
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
yang Tersedia
0 PROGRAM Cakupan perlintasan
) PENGELOLAAN kereta api yang
PERKERETAAPIAN ditangani
0120 Penetapan Rencana Persentase sarana
S |1 Induk Perkeretaapian prasarana
perlintasan kereta
api laik fungsi
0 | 2.0 | 000 | Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Mendukung
5|1 4 Keselamatan Keselamatan Prioritas Daerah
Perlintasan Sebidang Perlintasan Sebidang
di Jalan di Jalan Kabupaten/
Kabupaten/Kota Kota yang tersedia
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat program dan
kegiatan prioritas tahun 2026 dan pagu indikatif tahun 2026 secara
keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, evaluasi capaian kinerja,
permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran
DPRD, serta program prioritas daerah.

4.1 Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026 yang
mendukung Prioritas Daerah

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas Daerah,
selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan prioritas Perangkat
Daerah Tahun 2026. Program dan kegiatan prioritas tersebut
diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama Dinas
Perhubungan Kota Blitar tahun 2026 serta mendukung terwujudnya
target capaian daerah
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Tabel 4.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan Keterangan
Revitalisasi Penyelenggaraan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Mendukung Prioritas Daerah dan
infrastruktur Lalu Lintas dan Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Tematik investasi
perkotaan yang Angkutan Jalan
berkelanjutan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Mendukung Prioritas Daerah dan

Kabupaten/Kota Tematik investasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Mendukung Prioritas Daerah dan
Tematik investasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Mendukung Prioritas Daerah dan
Jalan Tematik investasi
Pengelolaan Terminal Penumpang Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Mendukung Prioritas Daerah dan
Tipe C dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang | Tematik investasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C Mendukung Prioritas Daerah dan
(Fasilitas Utama dan Penunjang) Tematik investasi
Penyediaan Angkutan Umum untuk Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Mendukung Prioritas Daerah dan
Jasa Angkutan Orang dan/atau Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Tematik Kemiskinan
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Mendukung Prioritas Daerah dan
Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Tematik Kemiskinan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pengelolaan Penetapan Rencana Induk Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Mendukung Prioritas Daerah
Perkeretaapian Perkeretaapian Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota
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4.2 Rencana Tindak lanjut LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Renja
Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Renja tahun

2026 berdasarkan hasil evaluasi pada Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024, maka pelaksanaan Renja
Tahun 2026 difokuskan pada:

1.

Nokowd

10.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasrana dan fasilitas
perhubungan yang lebih memadai sesuai dengan standar
kebutuhan;

Optimalisasi pengelolaan Terminal Tipe C;

Optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis;

Optimalisasi kinerja juru parkir tepi jalan umum;

Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas;
Optimalisasi layanan uji berkala kendaraan bermotor;

Mereviu kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh serta
memastikan tujuan dan sasaran strategis sudah berorientasi hasil
dan indikator kinerja sudah memenuhi kriteria SMART;
Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja
untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran maupun
penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja;
Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk
meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai;
Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk
mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun rencana tindak lanjut tersebut dalam pemetakan Renja

Tahun 2026 dapat dilihat pada table 4.2 berikut:
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Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024
Pada Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2026

No

Langkah Perbaikan

Rencana Tindak Lanjut

Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

LKjIP
1 Peningkatan Melaksanakan pengadaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
ketersediaan dan dan pemeliharaan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub
kualitas Prasrana dan prasarana dan fasilitas Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
fasilitas perhubungan . .
yang lebih memadai perhubu?gan secara Sub Keg%atan Pembar.lgunan Prasarana Jalan d1' Jalan Kabupaten/Kota
sesuai dengan standar berkelanjutan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
kebutuhan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2 Optimalisasi Melaksanakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
pengelolaan Terminal pembangunan/ Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Tipe C pemeliharaan lanjutan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas
fasilitas utama/ Utama dan Penunjang)
penunjnag Terminal Tipe Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi
c fasilitas utama dan fasilitas penunjang
3 Optimalisasi layanan Penyusunan kajian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

angkutan sekolah
gratis

trayek/ rute angkutan
sekolah

Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan
pengawasan
operasionalisasi angkutan
sekolah

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
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Langkah Perbaikan

No LKjIP Rencana Tindak Lanjut Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
4 Optimalisasi kinerja Penertiban, pembinaan, - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
juru parkir tepi jalan pengawasan dan - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
umuim pengendalian juru parkir Parkir
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/ Kota
S Peningkatan Sosialisasi edukasi - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
keselamatan dan kelalulintasan kepada - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
ketertiban berlalulintas | pengouna jalan Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
6 Optimalisasi layanan Pemeliharaan alat uji - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

uji berkala kendaraan
bermotor

kendaraan dan fasilitas
pendukung lainnya

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
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No

Langkah Perbaikan

Rencana Tindak Lanjut

Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

LKjIP
7 Mereviu kembali Mereviu dokumen - Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
dokumen perencanaan | perencanaan perangkat Kota
secara menyeluruh daerah sesuai kriteria - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
serta memastikan SMART Daerah
tujuan dan sasaran - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
strategis sudah
berorientasi hasil dan
indikator kinerja sudah
memenuhi kriteria
SMART
8 Memanfaatkan hasil Monev capaian kinerja - Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
monitoring dan evaluasi | seluruh pegawai secara Kota
pengukuran kinerja berkala - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
untuk penyesuaian Daerah
aktivitas, penyesuaian - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
anggaran maupun Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
penyesuaian strategi dan
kebijakan dalam
mencapai kinerja
9 Mengoptimalkan Sosialisasi informasi dalam | - Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
sosialisasi informasi laporan kinerja kepada Kota
dalam laporan kinerja seluruh pegawaia - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
untuk meningkatkan Daerah
pemahaman dan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
kepedulian seluruh Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
pegawai
10 Memanfaatkan hasil Monev akuntabilitas dalam |- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

evaluasi akuntabilitas
kinerja internal untuk

upaya efektifitas dan

Kota
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No

Langkah Perbaikan
LKjIP

Rencana Tindak Lanjut

Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

mendukung efektivitas
dan efisiensi kinerja,
perbaikan dan
peningkatan
akuntabilitas kinerja
organisasi.

efisiensi kinerja Perangkat
daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD




1.3
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun
2026

Rencana kerja dan pendanaan mengemukakan secara eksplisit
rencana program dan kegiatan baik prioritas Perangkat Daerah
maupun operasional yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota
Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi
kewenangannya. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun
2027 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:.
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Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Kode pemerintah daerah dan (outcomes)/ Kegiatan T Catatan T 2027
Program/ Kegiatan/ Ssub (output)/ Sub Kegiatan . arget Kebutuhan Penting arg.et Kebutuhan
Kegiatan (output) Lokasi C.ap1a.n Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Ca}pa@n Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perhubungan 16.854.685.296 16.936.069.254
2 URUSAN PEMERINTAHAN 16.854.685.296 16.936.069.254
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2|1 URUSAN PEMERINTAHAN 16.854.685.296 16.936.069.254
5 BIDANG PERHUBUNGAN
2110 PROGRAM PENUNJANG Persentase fasilitasi layanan 100 % 6.968.766.164 100 % 7.045.091.835
5|1 URUSAN PEMERINTAHAN kedinasan sesuai standar /
DAERAH KABUPATEN /KOTA ketentuan yang berlaku
2111 0| 2 Perencanaan, Penganggaran, Persentase penyusunan 100 % 20.650.000 100% 23.250.000
5| 1. dan Evaluasi Kinerja Perangkat | dokumen perencanaan dan
0 Daerah pelaporan yang tepat waktu
1 dan sesuai standar
21 1] 0| 2| 0| Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kota Blitar 2 Dokumen 2.200.000 | PENDAPATAN 3 Dokumen 5.000.000
5| 1| . | 0| Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan Perangkat BAGI HASIL
0|0 Daerah
1)1
2| 1| 0| 2| 0| Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kota Blitar 18 Laporan 4.400.000 | PENDAPATAN 18 Laporan 4.500.000
5| 1| . | 0| Daerah Kinerja Perangkat Daerah BAGI HASIL
0|0
1|7
2| 1{ 0| 2| 0| Pelaksanaan Pengumpulan Jumlah Data Statistik Kota Blitar 1 Data 1.650.000 | PENDAPATAN 1 Data 1.250.000
5| 1| . | 0| Data Statistik Sektoral Daerah Sektoral Daerah yang Telah BAGI HASIL
0|0 Dikumpulkan dan Diperiksa
119 Lingkup Perangkat Daerah
21 1| 0| 2| O] Pelaksanaan Forum Perangkat Jumlah Berita Acara Hasil Kota Blitar 1 Berita 4.500.000 | PENDAPATAN 1 Berita 5.000.000
5| 1| . | 0| Daerah Berdasarkan Bidang Forum Perangkat Daerah Acara BAGI HASIL Acara
0| 1| Urusan yang Diampu dalam Berdasarkan Bidang Urusan
1| 0| Rangka Penyusunan Dokumen | yang Diampu dalam Rangka
Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen
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Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Kode pemerintah daerah dan (outcomes)/ Kegiatan T c Catatan T n 2027
Program/ Kegiatan/ Ssub (output)/ Sub Kegiatan . arge Kebutuhan Penting arge Kebutuhan
Kegiatan (output) Lokasi Cgpla'n Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Ca.lpaur':m Dana/Pagu Indikatif
g P Kiner € Kiner; €
ja erja
Perencanaan Perangkat
Daerah
0| 2| 0| Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kota Blitar 12 1.650.000 | PENDAPATAN 12 2.500.000
1| . | 0| Perencanaan Urusan Selain Perencanaan Urusan Selain Dokumen BAGI HASIL Dokumen
0| 1| Renstra PD dan Renja PD Renstra PD dan Renja PD
111 yang disusun
0| 2| 0| Sinkronisasi dan Harmonisasi Jumlah Berita Acara Hasil Kota Blitar 1 Berita 6.250.000,00 | PENDAPATAN 1 Berita 5.000.000,00
1| . | O Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi dan Acara BAGI HASIL Acara
0| 1| Rangka Mendukung Target Harmonisasi Pusat dan
1| 3 | Pembangunan Nasional melalui | Daerah dalam Rangka
Koordinasi Teknis Mendukung Target
Pembangunan Pembangunan Nasional
melalui Koordinasi Teknis
Pembangunan
0| 2 Administrasi Keuangan Persentase pelayanan 100 % 5.480.227.614,00 100% 5.547.841.835,00
1. Perangkat Daerah administrasi keuangan
0 perangkat daerah sesuai
2 standar
0| 2| 0| Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Kota Blitar 576 5.478.727.614,00 | DANA 552 5.546.341.835,00
1. ] 0| ASN Menerima Gaji dan Orang/bul ALOKASI Orang/bul
0|0 Tunjangan ASN an UMUM (DAU) an
211
0| 2| 0| Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Kota Blitar 18 Laporan 1.500.000,00 | PENDAPATAN 18 Laporan 1.500.000,00
1| . | 0| Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Triwulanan/ BAGI HASIL
0| O | Triwulanan/ Semesteran SKPD Semesteran SKPD dan
2|7 Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
0| 2 Administrasi Barang Milik Persentase pelayanan 100 % 2.000.000,00 100% 2.000.000,00
1] . Daerah pada Perangkat Daerah | administrasi Barang Milik
0 Daerah Perangkat Daerah
3 sesuai standar
0| 2| O | Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Kota Blitar 12 Laporan 2.000.000 | PENDAPATAN 12 Laporan 2.000.000
1| . | 0| Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik BAGI HASIL
0|0 Daerah pada SKPD
3|6
0| 2 Administrasi Pendapatan Persentase pelayanan 100 % 2.000.000 100% 2.000.000
1. Daerah Kewenangan Perangkat | administrasi Pendapatan
0 Daerah Daerah kewenangan
4 Perangkat Daerah
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Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Kode pemerintah daerah dan (outcomes)/ Kegiatan T c Catatan T n 2027
Program/ Kegiatan/ Ssub (output)/ Sub Kegiatan . arge Kebutuhan Penting arge Kebutuhan
Kegiatan (output) Lokasi Cgpla'n Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Ca.lpaur':m Dana/Pagu Indikatif
g P Kiner € Kiner; €
ja erja

0| 2| O | Pelaporan Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan | Kota Blitar 12 2.000.000 | PENDAPATAN 12 2.000.000
1| . | O| Retribusi Daerah Retribusi Daerah Dokumen BAGI HASIL Dokumen

0|0

417
0| 2 Administrasi Kepegawaian Persentase pelayanan 100 % 142.844.450 100% 116.000.000
1] . Perangkat Daerah administrasi kepegawaian

0 perangkat daerah yang

5 sesuai standar
0| 2| O | Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas | Kota Blitar 3 Paket 33.250.000 | PENDAPATAN 0 Paket 0
1] . | O| beserta Atribut Kelengkapannya | beserta Atribut Kelengkapan BAGI HASIL

0|0

5|2
0| 2| O | Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Kota Blitar 192 Orang 109.594.450 | PENDAPATAN 188 Orang 116.000.000
1| . | 0| Perundang-Undangan Mengikuti Sosialisasi BAGI HASIL

0|1 Peraturan Perundang-

5|0 Undangan
0| 2 Administrasi Umum Perangkat Persentase ketersediaan 100 % 263.058.200 100% 290.500.000
1. Daerah administrasi umum

0 perangkat daerah sesuai

6 standar
0| 2| O | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Kota Blitar 2 Paket 7.997.500 | PENDAPATAN 2 Paket 8.000.000
1| . | 0| Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan BAGI HASIL

0| O | Kantor Bangunan Kantor yang

6|1 Disediakan
0| 2| O | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Kota Blitar 4 Paket 15.990.400 | PENDAPATAN 4 Paket 16.000.000
1| . | 0| Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang BAGI HASIL

0|0 Disediakan

6|2
0| 2| O | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Kota Blitar 7 Paket 8.006.500 | PENDAPATAN 7 Paket 8.000.000
1| .| O Tangga Rumah Tangga yang BAGI HASIL

0|0 Disediakan

6|3
0| 2| 0| Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik | Kota Blitar 16 Paket 35.010.000 | PENDAPATAN 16 Paket 40.000.000
1| . | 0| Kantor Kantor yang Disediakan BAGI HASIL

0|0

6| 4
0| 2| O | Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Kota Blitar 1 Paket 7.997.800 | PENDAPATAN 1 Paket 8.000.000
1] . | 0| dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan BAGI HASIL

0|0 yang Disediakan

6|5
0| 2| O | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah Dokumen Bahan Kota Blitar 24 7.956.000 | PENDAPATAN 24 8.500.000
1| . | O Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Dokumen BAGI HASIL Dokumen

0| O | undangan Perundang-Undangan yang

6|6 Disediakan
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Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Kode pemerintah daerah dan (outcomes)/ Kegiatan T c Catatan T n 2027
Program/ Kegiatan/ Ssub (output)/ Sub Kegiatan . arge Kebutuhan Penting arge Kebutuhan
Kegiatan (output) Lokasi Cgp1a'n Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Ca.lpaur':m Dana/Pagu Indikatif
g P Kiner € Kiner; €
ja erja

0| 2| O | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kota Blitar 40 Laporan 170.100.000 | PENDAPATAN 40 Laporan 180.000.000
1| . | 0| Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat BAGI HASIL

0| O| SKPD Koordinasi dan Konsultasi

6|9 SKPD
0| 2| O | Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Kota Blitar 1 Dokumen 10.000.000 | PENDAPATAN 1 Dokumen 22.000.000
1| .| O| pada SKPD Penatausahaan Arsip BAGI HASIL

0|1 Dinamis pada SKPD

6|0
0| 2 Pengadaan Barang Milik Persentase Penyediaan 100 % 14.577.900 100% 15.000.000
1. Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah

0 Pemerintah Daerah Penunjang Urusan sesuai

7 kebutuhan
0| 2| O | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Kota Blitar 1 Unit 14.577.900 | PENDAPATAN 1 Unit 15.000.000
1| . | O Lainnya Mesin Lainnya yang BAGI HASIL

0|0 Disediakan

716
0| 2 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase penyediaan jasa 100 % 706.834.400 100% 709.000.000
1] . Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan sesuai

0 standar

8
0| 2| 0| Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Kota Blitar 36 Laporan 221.872.000 | PENDAPATAN 36 Laporan 223.000.000
1| . | O| Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber BAGI HASIL

0|0 Daya Air dan Listrik yang

8|2 Disediakan
0| 2| O | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Kota Blitar 13 Laporan 484.962.400 | PENDAPATAN 13 Laporan 486.000.000
1| .| 0| Umnum Kantor Jasa Pelayanan Umum BAGI HASIL

0|0 Kantor yang Disediakan

8| 4
0| 2 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 % 336.573.600 100% 339.500.000
1] . Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terpelihara

0 Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

9
0| 2| O | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Kendaraan Kota Blitar 15 Unit 125.166.900 | PENDAPATAN 15 Unit 127.500.000
1| . | O | Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | Perorangan Dinas atau BAGI HASIL

0| 0| Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan

9| 1| atau Kendaraan Dinas Jabatan | yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya

0| 2| O | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Kendaraan Dinas Kota Blitar 35 Unit 176.506.700 | PENDAPATAN 39 Unit 177.000.000
1| . | 0| Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan BAGI HASIL

0| O | Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan

9| 2 | Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan

Perizinannya
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Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Kode pemerintah daerah dan (outcomes)/ Kegiatan Tarcet Catatan Taroet 2027
Program/ Kegiatan/ Ssub (output)/ Sub Kegiatan Lokasi C g Kebutuhan Sumber D Penting c g Kebutuhan
Kegiatan (output) oxast apan Dana/Pagu Indikatif umber ana apaian Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
0| 2| O | Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin | Kota Blitar 20 Unit 14.900.000 | PENDAPATAN 20 Unit 15.000.000
1| . | O| Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara BAGI HASIL
0|0
9|6
0| 2| O | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Kota Blitar 1 Unit 20.000.000 | PENDAPATAN 1 Unit 20.000.000
1| . | O| Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung BAGI HASIL
0| 1| Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau
9| 1| atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
0 PROGRAM Persentase kelengkapan jalan 88.38 % 9.807.919.132 88.38 % 9.812.977.419
2 PENYELENGGARAAN LALU yang telah terpasang
LINTAS DAN ANGKUTAN terhadap kondisi ideal
JALAN (LLAJ)
0| 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan | Persentase perlengkapan 88.50 % 4.595.730.448 88.75% 4.435.977.419
2] . di Jalan Kabupaten/Kota jalan yang befungsi
0
2
0| 2| 0| Pembangunan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan di Kota Blitar 11 Unit 95.992.128 | PENDAPATAN 20 Unit 200.000.000
2| . | 0| diJalan Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota yang BAGI HASIL
0|0 Terbangun
2|1
0| 2| O | Penyediaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan Kota Blitar 5 Unit 20.885.500 | PENDAPATAN 2 Unit 103.658.165
2| . | 0| diJalan Kabupaten/Kota di Jalan Kabupaten/Kota BAGI HASIL
0|0 yang Tersedia
2|2
0| 2| O | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Prasarana Jalan Kota Blitar 5822 Unit 4.349.826.420 | PENDAPATAN 5822 Unit 4.057.319.254
2| . | 0| Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan BAGI HASIL
0|0 Terpelihara
213
0| 2| 0| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan Kota Blitar 53 Unit 129.026.400 | PENDAPATAN 23 Unit 75.000.000
2| . | 0| Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan BAGI HASIL
0|0 Terpelihara
21 4
0| 2 Pengelolaan Terminal Persentase sarpras angkutan 94.90 % 81.999.300 94.95% 73.000.000
21 . Penumpang Tipe C sesuai standar
0
3
0| 2| 0| Pembangunan Terminal Jumlah terminal Tipe C yang | Kota Blitar 1 Unit 59.999.400 | PENDAPATAN 1 Unit 50.000.000
2| . | 0| Penumpang Tipe C yang terbangun yang dilengkapi BAGI HASIL
0| O | dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Utama dan Fasilitas
3| 9 | Fasilitas Penunjang Penunjang
0| 2| 0| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Terminal Tipe C Kota Blitar 1 Unit 21.999.900 | PENDAPATAN 10 Unit 23.000.000
2 0 | Terminal Tipe C (Fasilitas (Fasilitas Utama dan BAGI HASIL
Utama dan Penunjang)




- 1524 -

Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Kode pemerintah daerah dan (outcomes)/ Kegiatan T c Catatan T n 2027
Program/ Kegiatan/ Ssub (output)/ Sub Kegiatan . arge Kebutuhan Penting arge Kebutuhan
Kegiatan (output) Lokasi Cgpla'n Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Ca.lpaur':m Dana/Pagu Indikatif
g P Kiner € Kiner; €
ja erja
0|1 Penunjang) yang
3|1 terehabilitasi dan terpelihara
0| 2 Penerbitan Izin Persentase penataan parkir 61.85% 1.259.998.900 67% 1.262.000.000
2. Penyelenggaraan dan sesuai standar
0 Pembangunan Fasilitas Parkir
4
0| 2| 0| Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi Kota Blitar 12 Laporan 1.259.998.900 | PENDAPATAN 12 Laporan 1.262.000.000
2| . | 0| Pengawasan Pelaksanaan Izin dan Sinkronisasi ASLI DAERAH
0| O | Penyelenggaraan dan Pengawasan Pelaksanaan (PAD)
4| 2 | Pembangunan Fasilitas Parkir Izin Penyelenggaraan dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Terbangunnya Fasilitas
Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
0| 2 Pengujian Berkala Kendaraan Persentase angkutan yang 96.70 % 121.046.084 96.74% 157.000.000
2] . Bermotor tersertifikasi sistem
0 manajemen keselamatan
5
0| 2| O | Registrasi Kendaraan Wajib Uji | Jumlah Kendaraan Wajib Uji | Kota Blitar 4000 Unit 25.339.984 | OPSEN PAJAK 4100 Unit 35.000.000
2| . | 0| Berkala Kendaraan Bermotor Berkala Kendaraan Bermotor KENDARAAN
0|0 yang Terdaftar BERMOTOR
5|3 (PKB)
0| 2| 0| Penyediaan Bukti Lulus Uji Jumlah Dokumen Bukti Kota Blitar 1000 25.500.000 | OPSEN PAJAK 2000 50.000.000
2| . | 0| Pengujian Berkala Kendaraan Lulus Uji Pengujian Berkala Dokumen KENDARAAN Dokumen
0| O | Bermotor Kendaraan Bermotor BERMOTOR
5|4 (PKB)
0| 2| O | Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Kota Blitar 11 Unit 70.206.100 | OPSEN PAJAK 11 Unit 72.000.000
2| . | O| Prasarana Pengujian Berkala Prasarana Pengujian Berkala MINERAL
0| 0| Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang BUKAN
5|7 Terpelihara LOGAM DAN
BATUAN
(MBLB)
0| 2 Pelaksanaan Manajemen dan Persentase penataan jalan 40 % 2.239.144.400 60% 2.369.000.000
2. Rekayasa Lalu Lintas untuk sesuai manajemen rekayasa
0 Jaringan Jalan lalu lintas
6 Kabupaten/Kota
0| 2| O | Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Laporan Pengawasan | Kota Blitar 12 Laporan 2.052.295.000 | OPSEN PAJAK 12 Laporan 2.055.000.000
2| . | 0| Efektivitas Pelaksanaan dan Pengendalian Efektivitas MINERAL
0| 0| Kebijakan untuk Jalan Pelaksanaan Kebijakan BUKAN
6 | 4 | Kabupaten/Kota untuk Jalan LOGAM DAN
Kabupaten/Kota BATUAN
(MBLB)
0| 2| O | Sosialisasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Sosialisasi Kota Blitar 12 65.235.000 | OPSEN PAJAK 12 55.000.000
2 0 | Manajemen dan Rekayasa Lalu Pelaksanaan Manajemen dan Dokumen KENDARAAN Dokumen
Rekayasa Lalu Lintas untuk
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Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Kode pemerintah daerah dan (outcomes)/ Kegiatan T c Catatan T n 2027
Program/ Kegiatan/ Ssub (output)/ Sub Kegiatan . arge Kebutuhan Penting arge Kebutuhan
Kegiatan (output) Lokasi Cgpla'n Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Ca.lpaur':m Dana/Pagu Indikatif
g P Kiner € Kiner; €
ja erja
0| 1| Lintas untuk Jaringan Jalan Jaringan Jalan BERMOTOR
6 | 4 | Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (PKB)
1/ 0| 2| 0| Forum Lalu Lintas dan Jumlah laporan Forum Lalu Kota Blitar 1 Laporan 24.000.000 | OPSEN PAJAK 1 Laporan 25.000.000
5| 2| . | 0| Angkutan Jalan untuk Lintas dan Angkutan Jalan KENDARAAN
0| 1| Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan BERMOTOR
6 | 5| Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota (PKB)
1| 0| 2| O | Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Perlengkapan Jalan Kota Blitar, 1 Dokumen 14.254.000 | OPSEN PAJAK 100 150.000.000
5| 2| . | 0| Perlengkapan Jalan dalam dalam Rangka Manajemen Semua KENDARAAN Dokumen
0| 1| rangka Manajemen dan dan Rekayasa Lalu Lintas Kecamatan, BERMOTOR
6| 6 | Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Semua (PKB)
pengadaan dan Pemasangan Kel/Desa
1| 0| 2| O| Penataan Manajemen dan Jumlah laporan pelaksanaan | Kota Blitar, 1 Laporan 83.360.400 | OPSEN PAJAK 1 Laporan 84.000.000
5| 2| . | 0| Rekayasa Lalu Lintas untuk Penataan Manajemen dan Semua KENDARAAN
0| 1| Jaringan Jalan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Kecamatan, BERMOTOR
6 | 7 | Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Semua (PKB)
Kabupaten/Provinsi Kel/Desa
11 0| 2 Penyediaan Angkutan Umum Load factor angkutan orang 0.65 nilai 1.510.000.000 0.70nilai 1.516.000.000
5/ 2] . untuk Jasa Angkutan Orang
0 dan/atau Barang Antar Kota
9 dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1| 0| 2| 0| Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Laporan Kota Blitar 12 Laporan 1.065.000.000 | OPSEN PAJAK 12 Laporan 1.068.000.000
5| 2| . | 0| Ketersediaan Angkutan Umum Pengendalian dan KENDARAAN
0| O | untuk Jasa Angkutan Orang Pengawasan Ketersediaan BERMOTOR
9| 2 | dan/atau Barang Antar Kota Angkutan Umum untuk Jasa (PKB)
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
1| 0| 2| 0| Penyediaan Angkutan Umum Jumlah Armada Angkutan Kota Blitar 10 Unit 445.000.000 | OPSEN PAJAK 10 Unit 448.000.000
5| 2| . | 0| untuk Jasa Angkutan Orang Umum untuk Jasa Angkutan KENDARAAN
0| O | dan/atau Barang Antar Kota Orang dan/atau Barang BERMOTOR
9| 3| dalam 1 (Satu) Daerah Antar Kota dalam 1 (Satu) (PKB)
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
yang Tersedia
1|1 0 PROGRAM PENGELOLAAN Cakupan perlintasan kereta 100 % 78.000.000 100 % 78.000.000
5| 5 PERKERETAAPIAN api yang ditangani
11 0| 2 Penetapan Rencana Induk Persentase sarana prasarana 100 % 78.000.000 100% 78.000.000
5/ 5] . Perkeretaapian perlintasan kereta api laik
0 fungsi
1
1| 0| 2| 0| Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Kota Blitar 7 Unit 78.000.000 | OPSEN PAJAK 7 Unit 78.000.000
5| 5 0 | Keselamatan Perlintasan Keselamatan Perlintasan KENDARAAN
Sebidang di Jalan
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Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Kode pemerintah daerah dan (outcomes)/ Kegiatan T c Catatan T n 2027
Program/ Kegiatan/ Ssub (output)/ Sub Kegiatan . arge Kebutuhan Penting arge Kebutuhan
. Lokasi Capian . Sumber Dana Capaian .
Kegiatan (output) . . Dana/Pagu Indikatif . - Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang BERMOTOR
Kabupaten/Kota tersedia (PKB)

JUMLAH

16.854.685.296

16.936.069.254
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2026
memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perhubungan tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Dinas
Perhubungan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2026. Rencana Kerja ini
disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024 dan tahun 2025.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

a. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2026
digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Blitar
dalam melaksanakan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan satu
tahun kedepan. Dimana antar kegiatan dalam satu program harus
ada keterpaduan dan sinkronisasi satu sama lain, begitu juga
dalam satu kegiatan harus ada sinkronisasi antara sub kegiatan
dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang
melekat pada masing-masing unit pelaksana.

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat
tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per
keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2026 maupun
perkiraan maju tahun 2027.

c. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar bukan kegiatan
yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan
yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan
bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Perhubungan, maka ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut :

a. Dinas Perhubungan Kota Blitar bersama-sama mempunyai
tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai
tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD,
Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

b. Guna peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana
Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026, maka perlu dilakukan
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaanya.

c. Dinas Perhubungan Kota Blitar wajib melaksanakan monitoring
dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026.

d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat
kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu
berlakunya Renja Tahun 2026 ini, dapat dilakukan upaya kajian
dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Guna optimalisasi layanan perhubungan selain rencana
tindak lanjut pada tabel diatas, Dinas perhubungan juga
mengambil beberapa langkah sebagai berikut:
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a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan
Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan
kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi
dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar
proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan
berhasil guna.

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi vertikal pada
Forum Perangkat Daerah, dalam proses perencanaan, sehingga
transparansi dan ketepatan sasaran kegiatan akan terwujud.

c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota
Blitar. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan
formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang
menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan
dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Kerja Tahun
2026 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun
2026.

Akhirnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat bermanfaat kepada
semua pihak, dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun
2026. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar ini dapat tercapai
bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber
daya di Dinas Perhubungan Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan
mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota
Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan
pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan
masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun
waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan
target masing-masing kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan
sinkronisasi internal dan eksternal di lingkungan Dinas Perhubungan
Kota Blitar.



